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Harwin Wanandi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 
2018, PEMENUHAN KEWJIBAN KEPOLISIAN MEMBERIKAN 
PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN 
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UPPA KEPOLISIAN RESORT 
MALANG KOTA) Dr.Lucky Endrawati, SH.MH, Mufatikhatul Farikhah, SH.MH 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pemenuhan Kewajiban 
Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Pilihan tema tersebut di latar belakangi dari belum 
maksimalnya penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga oleh pihak kepolisian, korban kekerasan dalam rumah tangga sudah 
selaknya mendapatkan perlindungan untuk mencegah rasa takut dan tindakan 
kekerasan yang terulang, dalam pemberian perlindungan Kepolisian wajib 
memberikan perlindungan yang telah di atur di dalam Undang-Undang 
Penghapusan Kekerassan Dalam Rumah Tangga, perlindungan sementara sangat 
penting di berikan kepada korban korban kekerasan dalam rumah tangga karena 
merupakan upaya pertama untuk mencegah terjadinya pengulangan kekerasan 
kepada korban. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) 
Apa alasan atau dasar-dasar  pertimbangan penyidik memberikan perlindungan 
sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di atur 
dalam UU PKDRT ? (2) Apa kriteria yang harus di penuhi penyidik agar korban di 
berikan perlindungan sementara ? 
Kemudian penulis karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis 
empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data hukum primer, dan 
skunder yang di peroleh penulis akan di analisis dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang 
deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat 
diobsevasi dari manusia. 
Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas 
permasalahan yang ada bahwa pemberian perlindungan sementara terhadap korban 
kekerasan dalam rumah tangga  di Kepolisian Resort Malang Kota belum berjalan 
sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, dalam pemberian perlindungan sementara Kepolisian Resort Malang Kota 
memiliki kriteria yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengalami 2 
(Dua) kali kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak sesuai dengan apa 
yang tertuang di dalam pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 






Harwin Wanandi, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2018, 
FULFILLMENT OF POLICE POLICING PROVIDES TEMPORARY 
PROTECTION ON VULNERABILITY VIOLENCE IN HOUSEHOLD (STUDY 
IN POLICE RESORT UPPA MALANG KOTA) Dr.Lucky Endrawati, SH.MH, 
Mufatikhatul Farikhah, SH.MH 
In this thesis, the authors raised the issue of Police Duty Fulfillment Providing 
Temporary Protection Against Victims of Domestic Violence. The choice of the 
theme in the background from the not yet maximal implementation of the Law on 
the Elimination of Domestic Violence by the police, victims of domestic violence 
have selaknya get protection to prevent fear and repeated acts of violence, in the 
provision of protection Police must provide protection that has been regulated in 
the Law on the Elimination of Domestic Violence, temporary shelter is very 
important to be given to victims of domestic violence as it is the first attempt to 
prevent the repetition of violence against the victim. 
Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) What are 
the reasons or grounds for consideration of the investigator to provide temporary 
protection to victims of domestic violence as stipulated in UU PKDRT? (2) What 
are the criteria that the investigator must meet in order to provide the victims with 
temporary protection? 
Then the author of this scientific paper the author uses the method of Juridical 
empirical research with the approach method of Sociological Juridical. Primary 
legal data, and the secondary obtained by the authors will be analyzed by using 
qualitative descriptive method of research procedures that produce descriptive data, 
which comes from writing or expression and behavior that can be observed from 
huma From the results of research with the above method, the authors obtained 
answers to the existing problems that provision of temporary protection against 
victims of domestic violence in the Police Resort Malang City has not run in 
accordance with article 16 Law Abolition of Domestic Violence, in provision of 
temporary protection Police Resort Malang City has the criteria that victims of 
domestic violence must experience 2 (two) cases of domestic violence, this is not 
in accordance with what is contained in article 16 of the Law on the Elimination of 










A. LATAR BELAKANG 
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang 
dalam Uundang-uundang Dasar Negara Repu ublik Indonesuia 1945(yang 
selanjutnya disebut UUD 1945). Konsekuensi dari negara hukum adalah 
adanya pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga 
negara dan wajib dilindungi oleh negara sebagai hak-hak dasar dari 
manusia. Penjaminan , pengakuan, perlindungan dan perlakuan yang sama 
didepan hukum juga tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Penjaminan yang 
diberlakukan terhadap setiap warga negara Indonesia bertujuan untuk 
memberikan rasa aman dari ancaman atau tindakan yang yang 
menimbulkan kerugian bagi warga negara. Negara dalam melaksanakan 
kewajibannya untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan serta 
kepastian hukum kepada setiap warga negara harus sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila dan peratuuran peruundang-uundangan yang berlauku. Pada 
dasarnya hukum merupakan wujud dan cerminan dari nilai-nilai yang ada 
di dalam masyarakat.1 Suatu negara hukum harus memenuhi beberapa 
unsur, yaitu:2 
1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat      
          ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ; 
                                                          
1 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, 
Bandung,  2013, hlm. 11 
2 Ni’matul Huda,Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, UII  yogyakarta ,2005,hlm 9. 
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3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. 
Negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara 
dilakukan oleh organ-organ negara. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk 
memastikan dan mengaktualisasikan peran negara dalam kehidupan 
masyarakat telah sesuai serta berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945. 
Hak dalam hal ini merupakan unsur normatif yang me ulekat pauda diri suetiap 
manuusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak 
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara 
individu atau dengan instansi. HAM adalah sepera ungkat huak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaaan manu sia sebagai makhluuk Tu han Yang 
Maha Esa dan merupakan anu gerah-N.ya y.ang w .ajib dih.ormati, dij .unjung 
ting.gi, d.an dilindu ungi oleh negara, huukum, pemerintah, dan setiap orang     
deumi kehormatan serta perlinudungan harkat dan martaubat maunusia.3                    
 Perlindungan terhadap warga negara erat kaitannya dengan 
tindakan penyelewengan wewenang atau benturan kepentingan antar 
individu dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
perlindungan bagi setiap warga negara sangat penting dan peran negara 
dalam mengatasi sengketa yang terjadi di masyarakat sangat dibutuhkan. 
Peran negara dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum 
dilakukuan olueh apuarat penegak huukum yaituu kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan.  
Kepolisian merupakan lembaga negara yang mem uiliki tuugas poukok 
yaitu memeluihara keuamanan dan ketertiban masuyarakat, menegakan 
                                                          
3 Donnely, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 




hueekeeum dan mee emberi kan peeerlindungan, pengayoman dan peeelayanan 
keeepada masyeearakeeat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 Undang-
undeeang Ree publik Indoneseeia Nomor 2 Tahun 2002 Teneetang Kepolieesian 
Negaeera Republik Ineedonesia (Selanjutnyeea di sebut UU POLRI). 
Pihak kepolisian memiliki kewajiban dalam menangani perkara 
pada tingkat pertama, hal ini menunjukkan bahwa kepolisian menjaga 
kestabilan dalam masyarakat dan perlindungan dapat secara langsung 
diberikan kepada masyarakat. Pada saat  ini tindak kekerasan telah 
menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.  
Kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan perlieendungan 
terhadeeap koeerban kekeraeesan daeelam rueemah tanggaee sesuai dengan Pasal 16 
ayat (1) UU Pengheeapusan Kekeraeesan Daeelam Rueemah Tanggaee “Dalam waktu 
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau 
menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera 
memberikan perlindungan sementara pada korban”.  Melihat ketentuan 
normatifnya, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Selanjutnya 
disebut UU PKDRT) telah secara jelas mengatur tentang ketentuan pidana 
bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pihak yang diberi kewajiban 
oleh UU PKDRT dalam menjalankan mekanisme perlindungan terhadap 
korban tidak hanya kepolisian, melainkan Pengadilan, advokat, relawan 
pendamping, pembimbing rohani dan tenaga kesehatan. Dari beberapa 
pihak tersebut, yang memiliki peran penting dalam menegakan hukum 
terutama melakukan penanganan pertama dari suatu peristiwa pidana 
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adalah kepolisian. Dapat dikatakan bahwa, pihak kepolisian merupakan 
pihak pertama yang memberikan penanganan terkait kasus kekerasan 
dalam rumah tangga. Begitu pentingnya peranan dari kepolisian tersebut, 
maka kepolisian harus secara tepat dan menjalankan ketentuan dalam UU 
PKDRT dengan benar.  
“Jenis  kekerasan dalam rumah tangga telah secara tegas di atur 
pada pasal 5 UU PKDRT  yakni  : “Setiap orang dilarang melakukan 
kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah 
tangganya, dengan cara” : 
a. “ke.kerasan fisik. 
b. kekerasan psikis. 
c. kekerasan seksual; atau. 
d. penelantaran rumah tangga”. 
 
 Ketentuan yang mengatur Hak-Hak korban dari tindak Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dijelaskan bahwa:  
Pa.sal 1.0 
“K.orban ber.hak me.ndapatkan: 
a. “perlin.dungan da.ri piha.k kelu.arga, ke .polisian, 
kej.aksaan, penga.dilan, ad.vokat, lembaga sosial, 
atau pihak lainnya baik semen.tara mau.pun 
ber.dasarkan pen.etapan perinta.h per.lindungan 
dari pen.gadilan.”. 
b. pelay.anan kesehatan sesuai den.gan kebutu .han 
medis; 
c. pena.nganan secara. khus.us berkaitan. dengan . 
kerah.asiaan kor.ban; 
d. peneedaeempingan oeeleh pekerja soeesial dan bantuan 
hukum pada seteeiap teeingkat prose.s pemeriksa.an 
s.esuai den.gan ketentu.an peratura.n perund.ang-
undangan; dan 
e. pelayana.n bimbing.an” ro.hani.” 
 
 Berdasarkan pasal yang memuat tentang hak korban tersebut di 
harapkan korban KDRT mendapat perlindungan dari negara atau 




berkepanjangan. Sesuai dengan konsiderans Undang.-Undang pe.nghapusan 
kekerasan. dala.m rumah. tangg.a harus memperoleh perlindungan dari 
kepolisian untuk memperoleh perlindungan sementara supaya korban 
terhindar dan terbebas dari kekerasan maupun ancaman 
kekerasan,penyiksaan,atau perlakuan yang merendahkan manusia.4 
 Korban KDRT ketika ingin mendapatkan perlindungan kepada 
kepolisian pertama-tama  melapor ke polres terdekat atau melapor ke 
kantor polisi dimana dekat dengan tempat tinggal korban, korban setelah 
sampai di kantor polisi melakukan laporan ke UPP .A (Uni.t Pelayana.n 
P.erempuan d.an Anak) di polres tempat korban melapor. Dan korb .an juga. 
dap.at memb.erikan kuasa. kepada. keluarg.a ata.u ora.ng lain untuk . 
melaporkan KDRT kepad .a pihak kepolisia.n baik. di tempat kor.ban ber.ada 
maupun. di temp.at kejadian. perkara. berdasar  pasal 26 UU PKDRT . 
Korban juga bisa mengajukan secara lisan yang akan dicatat oleh 
panitera pengadilan Negeri. Perintah perlindungan ini dapat berlaku paling 
lama 1 tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Selain itu 
korban juga perlu untuk mencatat kronologis kejadian, melakukan bukti 
visum atas luka yang timbul, menceritakan masalah yang dialaminya 
secara terbuka dan jujur kepada para pendamping, mempersiapkan mental 
dan fisik karena harus melewati proses hukum yang panjang serta 
kemungkinan terror/intimidasi dari pelaku terhadap korban atau keluarga. 
Puluhan kas.us kekeras.an dala.m rumah. tangg.a (K.D.RT) terjadi di 
Kota Malang dalam kurun waktu 2015 sampai desember 2017. Fenomena 
                                                          




KDRT ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan adanya orang ketiga.  
Pada tahun 2015 terdapat 69 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan 
dan anak yang terjadi, pada tahun 2016 32 kasus dan di tahun 2017 bulan 
desember terdapat 36 kasus KDRT. Lebih dari 50% kasus yang terjadi 
antara tahun 2015-2017 adalah kekerasan fisik dan  disebabkan karena 
tuntutan ekonomi yang tinggi serta perebutan hak asuh anak,berikut 
rincian tabel data kasus KDRT Kepolisian Resort Malang Kota. 
TABEL I 
 Kasus KDRT Kepolisian Resort Malang Kota 
 
Tahun Bentuk kekerasan dalam rumah tangga Jumlah 
 Fisik  Psikis  Seksual  Penelantaran   
2015  46 11 - 12 69 
2016 25 5 - 2 32 
2017 33 2 - 1 36 
  (Sumber : Data sekunder,diolah,2017) 
 
 Dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya Kasus KDRT kerap 
terjadi dari tahun ke tahun antara 2015-2017 tidak selalu meningkat namun 
rata-rata yang terjadi pertahunnya 45 kasus, hal ini menunjukan 
bahwasanya kepolisian harus memberikan perhatian lebih mengingat  
KDRT merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat,dan 





Jenis kekerasan yang paling mendominasi adalah jenis kekerasan 
fisik yakni sebesar 75% dari jumlah total keseluruhan kasus KDRT dalam 
kurun waktu tiga tahun, kemudian penelantaran rumah tangga sebesar 
10%, dan kekerasan psikis sebesar 15% sedangkan 0% untuk kekerasan 
seksual. Melibatkan korban baik istri , anak maupun suami, perlindungan 
terhadap korban sangat di butuhkan untu .k memberik.an rasa ama.n kepa.da 
ko.rban KDRT5 . Perlindungan tersebut harus segera di berikan kepada 
korban , sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UU PKDRT mengenai 
pemberian perlindungan sementara kepada korban KDRT. 
Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema besar yang sama 
dengan penelitian ini yakni mengenai perlindungan korban KDRT namun 
tentu terdapat perbedaan substansi yang dikaji. Dalam penelitian-penelitian 
terdahulu belum ada yang mengangkat mengenai pemberian perlindungan 
sementara terhadap korban. Berikut ini adalah tabel penelitian yang 
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Berdasarkan permasalahan mengenai pemberian perlindungan 
sementara korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini di 
khususkan pada perlindungan sementara yang semestinya di berikan oleh 
aparat kepolisian kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, maka 
berda.sarkan penj .elasan di at.as penul.is mengambi .l ju.dul “Pemenuhan 
Kewajiban kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap 
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resort 
Kota Malang)”. 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apa alasan atau dasar-dasar pertimbangan penyidik memberikan 
perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah 
tangga sebagaimana di atur dalam UU PKDRT ? 
2. Apa kriteria yang harus di penuhi oleh penyidik agar korban di 
berikan perlindungan sementara ?  
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberian 
perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga terkait perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian 
2. Untuk mengetahui kriteria yang harus di penuhi oleh penyidik agar 
ko.rban Keke.rasan Dala.m Rum.ah Tang.ga da.pat diberikan 






D.        MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat teoritis: 
a) Bagi penulis: Sebagai informasi tentang mengatasi masalah 
dalam suatu Undang-Undang khusus nya UU PKDRT. 
b) Bagi akademisi hukum: Sebagai pengembangan ilmu 
sekaligaus dapat dijadikan acuan dalam penegakan suatu 
Undang-undang 
2. Manfaat Praktis: 
a) Bagi pembuat kebijakan sebagai rekomendasi dan evaluasi 
bagi pembentukan undang-undnag dalam hal membuat 
kebijakan agar lebih adil dan terperinci yang berkaitan dengan 
korban KDRT. 
b) Bagi Penegak hukum khususnya kepolisian sebagai bahan 
rekomendasi untuk melaksanakan pemberian perlindungan 
sementara terhadap korban KDRT,agar dalam pelaksanaanya 
dapat sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang-
undang. 
E.  Sistematika Penulisan   
Sistemika penulisan hukum di buat agar memberikan gambaran 
yang jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan serta ruang lingkupnya, 
yang mana berpedomanpada penulisan hukum baku. Sistematika hukum 
ini akan meliputi lima bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode 
penelitian, hasil dan pembahasan dan yang terakhir adalah penutup, di 




beberapa sub-bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab 
yang bersangkutan. Adapun penilitian hukum disusun dengan sistematika 
adalah beri.kut: 
            BAB I          : PEND.AHULUAN 
Ba.b in.i me.muat te.ntang permasalahan yang di teliti, yakni 
pemenuhan kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara 
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga bertempat di Kepolisian 
Resort Malang Kota. Bab pendahuluan berisi beberapa sub bab di 
antaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 
manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
            BAB II          : KAJIAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tentang kajian  mengenai perlindungan hukum, 
kajian tentang korban, kajian tent .ang KDRT dan kajian tentang Kepolisian 
Republik Indonesia. Yang dalam setiap sub-bab tersebut menjelaskan 
penjabaran mengenai substansi-substansi penting yang nantinya dapat 
menjadi landasan dalam menjawab permasalahan yang di ambil dalam 
penelitian ini. 
            BAB III         : METODE PENELITIAN  
Pada bab ini berisi jenis penelitian yang di gunakan, metode 
pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik 






            BAB IV         : HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini berisi uraian tentang penanagan perlindungan korban 
kekerasan dalam rumah tangga bertempat di Kepolisian Resort Malang 
Kota, yaitu bagaimana kewajiban kepolisisan memberikan perlindungan 
sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan dalam 
pelaksanaanya apakah sudah sesuai dengan Undang-undang PKDRT. 
            BAB V           : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat di tarik dari uaraian pada 
bab-bab sebelumnya dan terdapat saran yang di harapkan dapat bermanfaat 














                                                           BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Umum Perlindungan Hukum 
1. Perlindungan Hukum  
Perlindungan hukum berdasarkan kamus besar bahasa indonesia 
adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, 
berdasa.rkan pera.turan Perun.dang-undan.gan ya.ng ber.laku.1 
Menur.ut Soedik.no Mertoku.sumo yan.g dima.ksud deng.an 
perlindun.gan huk.um adal.ah berikut : Suatu hal atau perbuatan untuk 
melindungi subyek hukum berdasarkan pa.da perat.uran perun.dang-
undang.an yan.g be .rlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang 
melakukan wanprestasi.2 
Dalam Undang-Undang PKDRT merupakan segala upaya  yang 
diberikan untuk memberikan rasa aman kep .ada kor.ban ya.ng dilak.ukan 
ol.eh pih.ak ke.luarga, adv.okat, lem.baga so.sial, kepoli.sian, kejaks.aan, 
pengad.ilan, ata.u pi.hak lai.nnya baik. sementar.a maupun. berdasark.an 
peneta.pan peng..adilan. 
Perlindungan yang tertuang dalam Peratur .an Pem.erintah No.mor 2 
Ta.hun 2002. tentan.g Ta.ta Car.a Perlindungan. Terhada.p Korban. dan Saks.i 
dala.m Pelanggara.n Hak A.sasi Manus.ia yang. Bera.t adalah. suatu bentuk. 
pelayan.an yan.g wajib. dilaksanakan. oleh apar.at penega.k hukum ata.u 
                                                          
1 Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 
hlm.874 





aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, 
kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan 
dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Menurut C. Maya Indah mengemukakan bahwa perlindungan 
korban meliputi dua hal, yaitu3 ; 
1. Perlindungan korban tidak secara langsung yai .tu : perlindung.an 
huku.m unt.uk tida.k menja.di korb.an kejahatan atau yangg identik 
dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum 
seseorang. Bentuk perlindungan korban secara secara tidak 
langsung dalam kebijakan kriminal yaitu untuk memperoleh hak 
hidup, keamanan dan kesejahteraan. 
2. Perlindungan korban secara langsung yaitu : untuk memperoleh 
jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau ker .ugian ora.ng 
ya .ng tel.ah m.nja.di korb.an kejahatan, termasuk hak korban untu 
memperoleh assinstance dan pemenuhan hak untuk acces to justice 
and fair treatment. 
Salah satu perlindungan hukum yang di atur di dalam UU PKDRT 
adalah perlindungan sementara yang di atur di dalam pasal 16, yang 
berbunyi sebagai berikut : 
“(1) “Dalam wa.ktu 1 x 24 (satu kali d .ua puluh empat) jam terhit .ung 
sejak menge.tahui atau men.erima lapora.n keker.asan dalam rumah 
tangga, kepolis.ian wajib segera memberikan perlindu .ngan 
sem.entara pa.da kor.ban”. 
                                                          
3 C. Maya Indah, Perlindungan korban; suatu perspektif Viktimologi dan Kriminologied, 
Kencana, Jakarta,2014 hlm. 125 
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(2) “Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling lama7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 
ditangani”. 
(3) “Dalam w.aktu 1 x 24 (satu k .ali dua puluh empat) ja .m terhitu.ng 
sej.ak pemb.erian perlind.ungan sebagai .mana dim .aksud pad.a ay.at 
(1), kepol.isian waji.b memin.ta sur.at penetapa.n perinta.h 
perlindungan. dari pengadil .an”. 
 
Dalam pasal 17 menyebutkan bahwa : “Dalam memberikan 
perlindungan sementara , kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga 
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing 
rohani untuk mendampingi korban” untuk memberikan perlindungan 
khususnya korban KDRT yang mayoritas korbannya adalah perempuan 
dan anak, penanganan yang khusus di perlukan untuk menangani 
permasalahan tersebut, di dalam setruktur organisasi kepolisisan sudah 
terbentuk Unit PPA yang bertugas khusus menangani korban perempuan 
dan anak adapun beberapa contoh kasus yang di tanagani seperti, 
pemerkosaan, penganiayaan dalam rumah tangga, pelecehan seksual.4 
Seiring perkembangan masalah KDRT yang kian meningkat dan 
menjadi permasalahan hampir di setiap negara, maka Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) juga memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap 
perempuan dan anak-anak. Hal ini menunjukan bahwa KDRT telah 
mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Menurut Pasal 2 
deklarasi PBB, dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan 
berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat 
kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau 
                                                          
4  Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 





psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di 
depan umum atau dalam kehidupan pribadi.5 
2.       Teori Perlindungan Hukum 
Terkait perlindungan hukum, terdapat beberapa teori, yaitu6: 
1. Teori Utilitas 
Teori ini mengacu pada kemanfaatan yang besar terhadap jumlah yang 
besar, pemberian perlindungan dapat diterapkan sepanjang memberikan 
kemanfaatan yang besar dibandingkan tidak di terapkannya pemberian 
perlindungan tersebut. 
2. Teori Tanggungjawab 
Teori ini menjelaskan bahwa subjek hukum (orang maupun kelompok) 
bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya. 
Dengan kata lain, siapa yang berbuat maka ia yang bertanggungjawab, 






                                                          
5 Emilda Firdaus, Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM di Indonesia, 
Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 40 
6 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit, hlm. 163 
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B. Kajian Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Rumah Tangga dan Ruang Lingkup Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga 
Keluarga adalah lingkungan sosial terkecil dan pertama yang 
diketahui oleh manusia. Manusia dalam keluarga dapat belajar untuk 
berinterkasi dengan orang lain, interaksi tersebut bertujuan untuk 
membentuk kepribadian dan karakter dari setiap anggota keluarga. Pada 
umumnya, keluarga merupakan wadah bagi setiap anggota keluarga untuk 
mengembangkan potensi diri, namun hal ini sering kali disimpangi oleh 
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu kepada 
anggota keluarga yang lain. Sehingga menimbulkan kesengsaraan dan 
penderitaan. Pengertian keluarga tercantum dalam Pasal 1 ke 30 KUHAP, 
yang berbunyi: 
“Kelueearga aeedalah mereeeka yang mempueenyai hubungan darah 
sampai deraeejat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka 
yang terleeibat dalam suatu preeoses pidana sebageeaimana diaturee 
daeelamUeendang-undang ieeni”.  
 
Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun seringkali dalam 
keluarga juga ada sanak saudara seperti orang tua dari suami atau istri, 
saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak dan keluarga lain yang 
memiliki hubungan darah. Tidak hanya saudara, asisten rumah tangga juga 
seringkali tinggal bersama-sama dalam sebuah keluarga, hal ini 
dikarenakan berbagai faktor seperti jarak yang jauh dan keterbatasan 
waktu untuk pulang ke rumahnya sendiri. Seperti yang diatur pasal 2 UU 





(1) “lingkuip rum iah tanigga dalaim undiang-undang iini 
melipiuti: 
a. suami , isiteri dan ainak; 
b. orang-or iang yanig mempunyai hubunigan 
keluargadengan orang sebagaiman ia dimaksud pada 
huruf a karena hubunigan darah, perkaiwinan, persusuan, 
pengasuhan dian perwalian yang menetap dala im rumah 
tangga; dan/atau 
c. oriang yang bekerja mem ibantu rumiah tangga dan 
menetap dalam rumah tangga tersebut 
(2) orang yang bekierja sebagaimana dimaksud huruf c 
dipandang sebagai anggota kel iuarga dalam jangka waktu 
selama berada dailam rumah tanigga ya ing ” bersangkutan”. 
 
Rumusan pasal diatas menunjukkan bahwa subyek KDRT hanya 
anggota keluarga dan asisten rumah tangga yang berada dalam satu tempat 
tinggal. 
2. Bentiuk – Benituk Kekeraisan Dalaim Rumaih Tangiga 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memeberi definisi kekerasan yaitu 
perihail yang bersiifat, berciri kerias, perbuatan ses ieorang atau sekelompok 
orang yang menyebabkan cidera ata iu matinya oraing lain ata iu 
menyebabkan keru isakan fisik atiau barang oraing lain serta paksaan. 
Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan 
paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik.7 Kata kekerasan berasal dari 
bahasa latin yaitu violentia, artinya kekerasan; keganasan; kehebatan; 
kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosa. 
Penggunaan kata kekerasan sendiri digunakan untuk mendeskripsikan 
sebuah perilaku dari seseorang, baik yang terbuka (overt) atau tertutup 
                                                          
7 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, 
Bandung,  2013, Hal.14 
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(covert) dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan 
(defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.8 
Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan kolektif dan 
kekerasan individual. Kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan 
orang dan kumpulan orang banyak, sedangkan kekerasan invidual 
dilakukan oleh individu atau perorangan. Aktivitas kekerasan invidual 
susah diidentifikasi, karena mereka yang melakukannya cenderung lebih 
termotivasi untuk tidak mengungkapkan aktivitas kekerasan yang 
dilakukannya dan korban kekerasan juga memilih untuk menutup diri serta 
tidak mau melaporkan kekerasan yang telah dideritanya. Kekerasan 
individual sering terjadi dalam lingkup privat yang membuat sulit untuk 
diketahui. Kekerasan individual sering berkaitan dengan kekerasan fisik 
maupun nonfisik seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, 
pengancaman dan penelantaran. 
“Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 1 angka 1 UU 
PKDRT, yang berbunyi: 
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
keseengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untukmelakukan 
perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 
                                                          




Berdasarkan pengaturan Undang-Undang PKDRT, KDRT 
memiliki beberapa macam bentuk, yaitu keker iasan fisik, kekeras ian psikis, 
kekerasan sekisual dan penelantar ian rumah tanigga. Bentuk-bentuk KDRT 
tersebut tertuang dalam pasal 5 UU PKDRT yang berbunyi:” 
a. “Kekerasian fisik adaliah perbuatan yaing mengakibaitkan jatuh saikit, 
atau luika beriat. 
b.  Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya percaya diri dan penderitaan psikis. 
c.  Kekerasan seksual adalah perbuatan untuk memaksa hubungan 
seksual untuk tujuan komersil ataiu tujuian terteintu. 
d.  Penelanitaran rum iah tanigga adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketergantungan ekonomi dengan cara membatatasi dan melarang 



















C. Kajian Umum Korban KDRT 
1. Pengertian Korban 
Dikaji menurut sudut pandang ilmu hukum pidana umunya korban 
termasuk dalam terminologi disiplin ilmu viktimologi dan dikembangkan 
dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam lingkup viktimologi 
memiliki arti secara sempit dan luas. Pengertian korban secara luas dapat 
diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan oleh akibat 
pelanggaran hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Untuk 
pengertian korban secara sempit dapat diartikan sebagai korban kejahatan 
yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.9 Pembahasan mengenai 
korban sangat penting, namun seringkali diabaikan. Korban juga memiliki 
peranan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga dapat diartikan bahwa 
tidak mungkin timbul kejahatan jika tidak ada korban. Menurut pendapat 
beberapa para ahli hukum pidana, korban memiliki banyak definisi sebagai 
berikut: 
 1. Arif Gosita 
“Korbian adalah merieka yang menderi ta jasmaniah dan 
rohainiah sebagai akibait tindakan oranig lain yan ig mencari 
pemenuhan kepentiingan diri sendiri at iau orang lain yaing 
bertentangan dengian kepentingan dain hak asiasi yang 
mendierita”.10  
                                                          
9 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan 
Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat 
Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan, CV. Mandar 
Maju, Bandung,  2010, hlm. 2 
10 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-






“Korban adailah orang-orang yaing baik secaira individual 
maupun koliektif telah menderiita kerugi an,termasuk ker iugian 
fisik atiau mental, emosioinal, ekonomi ataiu gangguan 
substansial terhiadap hak-haknya yiang fundamental, melalu i  
perbuaitan atau komisi yang melan iggar hukum pidana di 
masing-masiing negara, termaisuk penyalahguniaan kekuaisaan”.11 
3. Soedarto 
Korban bukan hanya sekedar korban yang menderita 
langsung, tetapi korban tidak langsung pun juga menglami 
penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang 
dimaksud korban tida langsung yaitu istri kehilangan suami, 
anak kehilangan bapak dan lainnya.12 
Di samping pendapat para ahli diatas, definisi korban juga diatur 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan konvensi 
internasional, yaitu: 
1. Undang-Undang PKDRT 
Pengertian korban KDRT telah secara jelas tercantum dalam pasal 1 
angka 3, yang berbunyi  “Korbian adalah oranig yang mengalami 
kekeriasan  dan/atau ancamian kekerasan dalaim lingkup ruimah 
tangga”. 
 
                                                          
11 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit, hlm. 46 
12 H. Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
2012, hlm. 243 
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2. Undang-Undang LPSK  
Pengaturan terkait pengertian korban, diatur dalam pasal 1 
angka 2, yang berbunyi “Korban adalah seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana”. 
3. Deklar iasi PBB dalam “The Declairation of Basic Princi ples of Justice 
for Victi ims of Crimei and Abusei of Poweir” 1985. 
Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif yang 
telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan social atau hak-
hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau 
pelarangan penyalahgunaan kekuasaan.13 
2. Jenis – Jenis Korban 
Korban tidak selalu individu atau perseorangan, namun juga dapat 
berupa kelompok orang, masyarakat dan badan hukum. Korban dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut14 : 
 a. Unrelated victims 
Korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku. 
b. Provocative victims 
Seseorang yang secara aktif mendorong dirinya sebagai korban. 
c. Participating victims 
Seseorang yang tidak melakukan perbuatan apapun akan tetapi 
dengan sikpanya justru mendorong dirinya menjadi korban. 
d. Biologically weak victims 
                                                          
13 Moerti Hadiati Soeroso,Op.cit, hlm. 113 




Mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang 
menyebabkan ia menjadi korban. 
e. Socially weak victims 
Mereka yang memiliki social yang lemah yang menyebkan ia 
menjadi korban. 
f. Self viactimizing victiams 
Meaareka yang menjadi koarban karena keajahatan yang 
dilakuakannya sendiri. 
Menurut Stephen Schafer, berdasarkan peranan korban dalam 
kejahatan, korban dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu: 
a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun, namun dapat 
menjadi korban dan kesalahan terdapa pada pelaku; 
b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu 
yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. 
Korban turut memiliki peran dalam terjadinya kejahtan sehingga 
kesalahan terletak pada pelaku dan korban; 
c. Mereka yang secara biologis dan social potensial menjadi 
korban;  
d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.15 
3. Hak – Hak Korban 
Sebagai warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak merupakan sesuatu yang bersifat 
pilihan, artinya bisa di terima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung 
                                                          
15 Ibid, hlm. 51 
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kondisi yang mempengaruhi korban baik sifatnya internal maupun 
eksternal.16 Secara umum hak korban dapat disebutkan sebagai berikut17:  
e. Koban berhak mendapatkan kompensasi dari pelaku sesuai dengan 
kemampuan pelaku; 
f. Apabila korban tidak membutuhkan kompensasi maka ia berhak 
menolak; 
g. Apabila korban meninggal dunia karena tindakan pelaku, ahli waris 
korban berhak mendapatkan kompensasi; 
h. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; 
i. Mendapatkan kembali hak miliknya; 
j. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila akan membahayakan 
dirinya; 
k. Korban berhak mendapatkan perlindungandari ancaman dari 
ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi; 
l. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum; 
m. Korban berhak mempergunakan upaya hukum; 
Korban kejahatan pada dasarnya adalah pihak yang menderita dari 
adanya tindak pidana, maka dari itu ketentuan dalam rangka perlindungan 
terhadap korban harus jelas, khususnya pada rumusan-rumusan tentang 
hak-hak dari korban. Hak-hak dari korban wajib dipenuhi dan dilindungi 
oleh penegak hukum, pengaturan terkait hak-hak korban telah banyak 
tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana 
                                                          
16 Ibid, hlm 52. 




sendiri, terdapat pengaturannya yang ada dalam rumusan KUHAP. 
Menurut KUHAP, hak-hak korban meliputi18 : 
1. Hak untuk menuntut penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam 
perkara pidana (pasal 98-101 KUHAP) 
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 
1 KUHAP) 
3. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1 KUHAP) 
4. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) 
5. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1 KUHAP) 
6. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP) 
7. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 
ayat 1 KUHAP) 
Hak-hak korban kejahatan juga tertuang dalam undang-undang 
diluar KUHAP, yaitu Undang-Undang LPSK. Hak korban kejahatan diatur 
dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang LPSK, yang berbunyi: 
“(1) Saksi dan Korban berhak: 
a. mempeiroleh perlindungan atas keam ianan pribadi, kelu iarga dan 
harta bend ianya, serta beibeas dari anca iman yang berkenaan 
dengan kesaks i an yang akan, sedang a itau telah diberikiannya; 
b. ikut serta dal iam proses memilih dan menentukian bentuk 
perliindungan dan dukungan keamanan; 
 c. memeberikan keter iangan tanpa tekainan; 
 d. menidapat penerjiemah; 
 e. bebais dari pertanyaan yan ig menjerat; 
 f. mendaipat informasi mengeinai perkembangan kasius; 
 g. mendaipat informasi meingenai putusan pengiadilan; 
 h. mendapat infoirmasi dalam hail terpidana diibebaskan;  
 i. dirahaisiakan idenditaisnya; 
 j. mendapat idenditas baru; 
 k. mendaipat tempat kediaiman sementara” 
                                                          
18 C. Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, 
KENCANA, Jakarta, 2014, hlm. 143 
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 l. mendapat teimpat kediaman bariu; 
m. memperoleh pengigantian biaya trasnpo irtasi sesuai dengain 
kebutuhan; 
 n. mendaipat nasiihat hukum; 
o. memperoleh bantuan biaya hidu ip sementara sam ipai batas wakitu 
perlindiungan berakihir; dan/ataiu 
 p. mendaipat pen idampingan”. 
Rumusan pasal diatas menunjukkan bahwa seorang korban pada 
umumnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh aparat penegak 
hukum. Terkait hak-hak korban KDRT, sudah secara jelas diatur dalam 
pasal 10 UU PKDRT, yang berbunyi: 
“Korban berhak mendapatkan: 
a. perliindungan dari pihiak keluarga, kepiolisian, kejaksaan, 
pengadiilan, advokat, lemibaga social, atau piihak lainnya baik 
sementara mauipun berdasiarkan penetapan periintah 
perlindunigan dari pengadilan; 
b. pelayanan kesehiatan sesuai denigan kebutuhan miedis; 
c. penangaiinan secara khusus dengan ker iahasiaan korbain; 
d. pendampinigan oleh pekierja social dan bant iuan hukium pada 
setiap tingikat proses pemeri ksaan sesuiai dengan ketentuian 
peraturan perundang-undangan; dan 














D.   Kajian Umum Tentang Tugas Kepolisaan Republik Indonesia    
Masyarakat selalu menghendaki Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni 
menggunakan senjata melawan musuh masyrakat,  tetapi yang di inginkan 
masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang 
hidup yang bertugas mealindungi, meangayomi dan melayanai masayarakat 
searta bertidak berdasarkan hukum yang berlaku.19  
Berdasarkan dengan Unadang-undang Dasar Neagara Reapublik 
Tahun 1945 Pearubahan keadua, ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan 
TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan di rumuskan sebagai format 
tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melankan tugas-tugas 
pokok. 
Di dalam pasal 4 UU POLRI Nomor  2 tahun 2002 di sebutkan 
bahwa : 
“Kepolisi an Neigara Repuiblik Indone isia bertujuan unituk 
mewujudkan keamanain dalam negieri yang meliput i  terpeliharianya 
keamianan dan ketiertiban masya irakat, tertib dan tegak inya hukum, 
terselenggaranya perlin idungan, pengayioman, dan peilayanan 
kepada masiyarakat, serta terbi inanya ketenteiraman masiyarakat 
dengian menjunjung tiniggi hak asasi manuisia” 
 
Dalam menjalankan tugas pokok Kepolisisan Negara Republik 
Indonesia di atur dalam pasal 13 UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 seabagai 
baerikut : 
                                                          
19H. Pudi Rahardi,Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi),Surabaya : Laksbang 
Mediatama,2007, hlm 1.  
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                         “Tugais pokiok Kepoilisian Neigara Repiublik Ind ionesia aidalah: 
a. memelihiara keamainan dan keteirtiban masyiarakat;  
b. menegaikkan hukium; dan  
c. memberikan perliindungan, pengayoman, da in pelayanan kepada 
masyaraikat.” 
Untuk lebih jelas mengenai tugas pokok sebagai mana yang di atur 
dalam pasal 13 tersebut , dalam pasal 14 ayat (1) UU POLRI Nomor 2 
Tahun 2002 di saebautkan bahawa : 
“Dalam melaksianakan tugas poko ik sebagai mana dimaksud dal iam 
Pasal 13, Kepiolisian Negara Riepublik Indon iesia beritugas :  
a. melaksa inakan pengaturan, penj iagaan, pengawalan, dan pat iroli 
terhadiap kegiatan masiyarakat dan pemierintah sesuai kebiutuhan;  
b. menyelenggairakan segala kegiat i ian dalam menjamin keamanan, 
ketertiiban, dan keliancaran lalu linitas di jalian;  
c. memibina masyarakat un ituk meningkatkan partisi ipasi 
masyarakat, kesadairan hukum masiyarakat serta ketaiatan wargia 
masyariakat terhadap hukium dan peratuiran perundang-undaingan; d. 
turut serita dalam pembi naan hukium nasioinal;  
e. memelihiara ketertiban dian menjamin kea imanan uimum;  
f. melakukan ko iordinasi, pengawasan, da in pembiniaan tieknis 
terhaidap kepiolisian khusuis, penyiidik pegawiai negeiri sipil, dan 
bentuk-beintuk pengamanan swakiarsa;  
g. melaku ikan penyelidikan dain penyidikan terihadap semua tin idak 
pidana siesuai dengan hukium acarai pidanai dan peraturian 
perundang-undaingan lai nnya;  
h. menyelenggaraikan identifikasi keipolisian, kedokiteran 
kepolisian, laboratiorium forensiik dan psikologi kepoilisian untuki 
kepentingan tugias kepolisian; 
 i. meliindungi keselamatan jiwa raga, harta be inda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau benc iana 
termasuk memiberikan bantuanii dan pertolongan dengan 
menjunjung tingigi hak asasi manusia;  
j. melayani kepientingan warga masyiarakat untuk semeintara 
sebelum ditaingani oleih instainsi dan/atau pi hak yang beriwenang;  
k. memberiikan pe ilayanan kepada masyiarakat sesuai deingan 




melakisanakan tugas lain seisuai dengan peratuiran perundaing-
undaingan.” 
Sejalan dengan pasal 15 tersebut , dalam pasal 16 UU POLRI 
Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur mengenai tugas kepolisian dalam 
rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, di atur dalam 
pasal 16 ayat (1) sebagai berikut : 
“Dalaim rangka menyel ienggarakan tugas sebagaim iana dimakisud 
dalam P iasal 13 da in 14 di bidaing proses piidana, Kepoli sian Negaira 
Republik Indoinesia ber iwenang untuk :  
a. melak iukan pena ingkapan, penaihanan, pengigeledahan, dain 
penyi taan;  
b. melairang seti ap or iang meniinggalkan atau memaisuki teimpat 
kejaidian perkara unituk kepenitingan pen iyidikan; 
 c. membiawa dan menghadaipkan orang kepaida penyidik dailam 
rangka penyi dikan;  
d. menyuruh berihenti orang yanig dicuriigai dan menianyiakan seirta 
memeriksa tanda pengenal diri;  
e. melaiikukan pemeriksaan dian penyitaan su irat;  
f. memaniggil oraing untuk didenigar dan diperiiksa sebagai 
tersangka atau saksi;  
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadiiakan pengheniti an penyid i ikan;  
i. menyeriahkan ber ikas perkara kepadia penuntut umium;  
j. mengajukan permi ntaan secara langisung kepada pejabat imigrasi 
yang berwe inang di teimpat pemieriksaan imigriasi daliiam keaidaan 
mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 
yang d i sangka melaikukan tindiak pi dana;  
k. memiberi petiunjuk dan banituan penyidi kan kepiada penyi dik 
pegawai niegeri sipi il serta meneirima hasil penyidi kan peniyidik 
pegiawai negeiri sipil unituk diserahkan ikepada penuntut um ium; dan 













A. Jeanis Penealitian 
Jenais penealitian yang digunakan dalam skripsi yang berjudul 
Pemenuhan kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara 
terahadap koarban keakerasan dalam raumah tangga (studi di resort malang 
kota) merupakan penelitian yuridis Empiris. Jenis penelitian empiris 
digunakan karena dalam permasalahan penulisan skripsi ini penulis 
mengkaji pelaksanaan dari rumusan undang-undang dan bertujuan untuk 
mengamati kendala dan upaya dalam pelaksanaan ketentuan undang-
undang tersebut. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan yaitu 
yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang 
dilakukan dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan 
pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut dalam masyarakat yang 
bertujuan untuk menemukan fakta dan kemudian dianalisis untuk 
mendapatkan suatu penyelesaian masalah.1  
Yuridis dalam hal ini adalah tugas dari Penyidik Unit Pelayanan 
Perempuan Dan Anak (Studi Di UPPA Kepolisian Resort Kota Malang). 
terkait Hak-Hak Korban KDRT yang diperoleh dari p aihak Paenyidik Uanit 
Pealayanan Pereampuan Dan Ana k. Dalam kasus KDRT pihak korban 
                                                          




dalam mengajukan atau meminta perlindungan hukum kepada kepolisian 
untuk mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman atau tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak KDRT harus mendapatkan 
hak-haknya yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 10 Huruf (a) Undang-
Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004. 
Sosiologis dalam hal ini karena penulis ingin mengetahui secara 
langsung keadaan di lapangan terkait hak-hak yang didapatkan oleh 
korban KDRT yang telah melapor kepada Penyidik Unit Pelayanan 
Perempuan Dan Anak, serta untuk mengetahui tindakan yang dilakukan 
oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam memberikan 
perlindungan sementara terhadap korban KDRT sehingga hak-hak korban 
KDRT dapat terpenuhi. 
C. Lokasi penelitian 
 
 Lokasi yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini 
adalah Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Malang 
Kota. Adapun penelitian ini memilih lokasi tersebut berdasarkan : 
1. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort 
Kota Malang. Terdapat 137 kasus KDRT yang ditangani Polres Kota 
Malang terhitung mulai tahun 2015 sampai bulan desember 2017. 2 
2. Belum maksimalnya pemberian pearlindungan tearhadap koarban 
keakerasan dalama raumah tangaga 
                                                          
2 Data survey pada 17 Desember 2017 di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit UPPA) 
Kepolisian Resort Malang Kota 
3. Kepolisian berkewajiban memberikan dan memenuhi hak-hak korban 
sebagaiman rumusan pasal 16  UU PKDRT. 
4. Terdapat  banyaknya kasus KDRT fisik yakni rata-rata tiap tahunnya 
lebih dari 70% dari jenis KDRT lainya. 
5. Belum tersedianya rumah aman di kepolisian resort malang kota sebagai 
perlindungan pertama korban KDRT. 
D. Jenis Data dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitua daata 
primera dan data sekundera. 
a) Data Primer 
Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah 
informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, 
pengalaman dari subyek penelitian ini yaitu Kepolisian Resort  
Malang Kota. Selain itu data primer diperoleh langsung dari 
wawancara dengan narasumber yaitu Kepala dan 2 (dua) anggota 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota 
Malang, serta data statistik kasus KDRT yang ditangani oleh 
Kepolisian Resor  Malang Kota. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder (Secondary Data) adalah informasi yang berasal dari 
studi kepustakaan (Library Research) berupa arsip, dokumen-
dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, jurnal, 
literatur dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik. 
37 
 
Data sekunder (secondary data) diperoleh dari bahan kepustakaan, 
baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian 
sebelumnya maupun literatur dan jurnal yang berkaitan dengan 
pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulis 
dalam menyelesaikan penelitian ini. 
 2. Sumber Data  
a) Sumaber Da ta Primera 
Sumbera data primera penelitian ini meliputi hasil penelitian 
lapangan yang diperoleh dari wawancara Kepala dan 2 (dua) 
anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor 
Kota Malang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan 
menemukan solusi dari permasalahan yang terkait dengan 
pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT. 
b) Sumber Data Sekunder 
1. Peraturan perundang-undangan, diperoleh dari 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya. 
2. Literatur yang berkaitan dengan perlindungan korban 
kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat 
Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik Pengumpulan Data Primer 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau 
responden, yang menggunakan daftar pertanyaan, baik yang 
sifatnya terbuka maupun tertutup. Wawancara ini dilakukan dengan 
narasumber atau responden, yaitu Kepala Unit PPA dan 2 (dua) 
anggota Unit PPAKepolisian Resor Kabupaten Malang serta 1 
(satu) korban kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 
Diperoleh melalui penelusuran pustaka yang diperoleh di 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi 
dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 
Tahapan  dalam penelusuran pustaka tersebut sebagai berikut : 
1) Inventarisasi katalog; 
2) Mencocokan bahan sesuai dengan kebutuhan; 
3) Mengecek ketersediaan bahan yang akan digunakan; 
4) Membaca dan memilah bahan yang dibutuhkan dalam 
penelitian.  
F. Populasi, Sample dan Teknik sampling 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan 
meliputi himpunan dari orang, kejadian, kasus yang dibatasi periode 
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dan lokasi tertentu.3 Populasi dari penelitian ini adalah Kepolisian 
Resort Malang Kota. 
2. Sampel dan Responden 
Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek 
penelitian.4 Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit PPA dan 2 
(dua) anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Malang serta 1 (satu) 
korban KDRT , Unit PPA yang khususnya memiliki tugas dalam 
penanganan kasus KDRT dan berkewajiban memberikan perlindungan 
terhadap korban KDRT.  
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling yanga digunakana penulisa dalama penelitia n iani adalaha 
Purposive Sampling. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk 
menjamin bahwa unit-unit yang dipilih dapat mewakili dari populasi.5 
Dalam penentuan sampel, peneliti menentukan dengan pertimbangan 
tertentu bahwa unit kepolisian yang dipilih harus memiliki kewenangan 
untuk menangani kasus KDRT. Hal ini digunakan karena setiap 
individu dalam populasi tidak memiliki kedudukan yang sama dan tidak 





                                                          
3 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 
hlm  95 
4 Ibid, hlm 96 
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, 
hlm. 160 
G. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah 
data menjadi informasi sehingga karakterristik data tersebut bisa dipahami 
dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama permasalahan yang 
berkaitan dengan penelitan. Sebelum melakukan analisis data peneliti 
melakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 
dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
 Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisis data 
yang disini peneliti melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif6, 
yaitu mencari solusi sebagai kesimpulan tentang Pemenuhan Hak Korban 
Keakerasan Dalama Rumah Tanagga Oleha Penyidika Unita Pelayanana 
Perempauan Dan Anak (Studi Di UPPA Kepolisian Resort Kota 
Malang).Dalam analisis data ini penulis ingin mengetahui tindak KDRT di 
Kota Malang kemudian memberikan soslusi atau peneyelesaian dari 
permasalahan tersebut. 
H. Definisi Operasional 
Merupakan batasan pengertian istilah yang digunakan dalam 
penelitian ini sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan. adapun 
batasan tersebut, yaitu: 
a) Korbana adalah oranga yanga meangalami kekaerasan dan/atau anacaman 
keakerasan dalam lingkaup ruamah tangga. 
b) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 
                                                          
6 Burhan Ashshofa,Metode Penelitian Hukum,PT Rineka Cita, Jakarta, 2010, hlm. 20 
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diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua 
hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
c) “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di 
dalam rumah tangga baik oleh suami,istri,anak atau orang yang hidup 
dalam rumah tangga tersebut” yang beardampak buaruk terahadap 































HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Pelelitian 
1. Gambaran Umum Resort Malang Kota 
Kota Malang adalah salah satu kota yang berada di provinsi jawa 
timur terletak pada ketinggian 440 - 667 meter di atas permukaan laut, 
Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara 
astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° 
Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 
Kabupaten Malang 
b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 
Kabupaten Malang 
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 
Kabupaten Malang 
d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 
Malang1 
Sesuai dengan visi misi pembangunan Pemerintahan Kota Malang 
yang menjungjung tinggi supremasi hukum, peran aparat penegak hukum 
khususnya kepolisian sangat penting untuk menciptakan keamanan dan 
                                                          
1 https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/ di akses pada 21  Maret 2018 
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ketertiban kepada seluruh masyrakat Kota Malang tanpa terkecuali,batas 
batas wilayah tersebut juga merupakan batas wewenang Polisi Resort 
(yang selanjutnya di sebut Polres) Malang Kota untuk menjalankan tugas 
pokoknya di wilayah Kota Malang. 
Kepolisian Resort Malang Kota merupakan salah satu instansi dari 
aparat penegak hukum, kepolisian yang sekaligus di bawah naungan Polri 
(Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukan sebagai aparat 
penegak hukum, maka kepolisian Resort Malang kota tentunya memiliki 
kewajiban untuk memberikan rasa nyaman aman dan tertib bagi 
masyarakat yang berada di bawah wilayah daerahnya. 
Kepolisian Resort Malang Kota berada di jalan Jaksa Agung 
Suprapto nomor 19 malang, yang tepatnya berada di depan RSUD Dr. 
Syaiful Anwar Kepolisisan Resort Malang Kota di  Pimpin seorang Kepala 
Polisi Resort yaitu AKBP Asfuri, luas daerah jajaran Kepolisisan Resort 
Malang Kota seluas 11.445,30 Ha terletak dibagian selatan timur wilayah 
Polisi wilayah Malang, meliputi lima Polsekta di bawah pengawasanya 
yaitu.2 
a. Polisi sektor Sukun, menaungi seluruh daerah kecamatan Sukun 
Kota Malang. 
b. Polisi sektor Kedung kandang, menaungi seluruh daerah kecamatan 
Kedung kandang Kota Malang. 
                                                          
2 Hasil wawancara dengan Briptu Lutfhi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota,21 Maret 
2018 
c. Polisi sektor Lowokwaru, menaungi seluruh daerah kecamatan 
Lowokwaru Kota malang. 
d. Polisi sektor Klojen, menaungi seluruh daerah kecamatan Klojen 
Kota Malang. 
e. Polisi sektor Blimbing, menaungi selururh daerah kecamatan 
Blimbing Kota malang.  
Berdasarkan UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 wilayah hukum 
petugas kepolisian adalah di seluruh wilayah Negara Republik indonesi, 
untuk lebih jelasnya pada pasal 4 seabagai baerikut : 
(1) “Kepoliisian Negara Repuiblik Inidonesia dalam 
melaksanaikan peran dani fungsi kepolisiian sebagaimana dim iaksud 
dalam Pasial 2 dan 5 meiliputi seluruh wil iayah neigara Republik 
Indonesiia”. 
(2) “Daliam rangika pelaksanaan perain dan funigsi kepiolisian, 
wilayah negaira Republik Indoinesia dibaigi dalam daeirah huk ium 
menurut kepenitingan pelakisanaan tugas Kepoilisian Niegara 
Repubilik Indoneisia”. 
(3) “Ketenituan mengenai daeirah hukum siebagaimana dim iaksud 
dalam ayat (2) diatuir dengan Peraituran Pemeirintah”. 
 
Kepolisian dalam menjalankan tugasnya berkewajiban 
melaksanakan amanat Undang-undang yang berlaku dan bertanggung 
jawab atas daerah hukum dalam sektor masing-masing. 
2. Visi dan Misi Polres Malang Kota 
Dalam mencapai sebuah tujuan tentunya pasti ada sebuah 
perencanaan terlebih dahulu sehingga tujuan tersebut dapat lebih mudah di 
capai,sama halnya dengan itu Kepolisian Resort Malang Kota memiliki 
perencaaan untuk mewujudkan kinerja yang maksimal bagi masyarakat di 
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tuangkan pada visi misi yang merupakan konsep perencanaan dengan 
tindakan guna mencapai sebuah tujuannya. 
Visi dari Kepolisian Resort  Malang Kota adalah Terwujudnya 
instansi Polisi resort Malang Kota yang sebagai berikut : 
a.  Profesional, yaitu menjunjung tinggi dan melaksanakan semua 
prosedur penanganan yang bekaitan dengan kepolisian sesuai 
pada aturan Undang-undang yang berlaku. 
b. Bermoral,  yaitu berlaku adil terhadap setiap masyarakat tanpa 
adanya diskriminatif terhadap golongan tertentu, dan 
c.  Modern, yaitu memberlakukan inovatif sesuai perkembangan 
zaman, sehingga dapat mempermudah kinerja kepolisian untuk 
melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh telah di berlakukanya 
Elektronik Tilang. 
  Kepolisi an sebaga i  peliindung, pengayoim serita pelayian 
masyariakat yang terpercayia da ilam memeilihara Keamianan dan ketertib ian 
masya irakat  dan menegakkan hukum. 
Misi dari Kepolisian Resort Malang Kota antara lain : 
a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui 
kegiatan/operasi penyelidikan ,pengamanan,penggalangan. 
b. Memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan secara 
mudah,responsive,tidak driskiminatif, dan tidak membebani 
masyarakat. 
c. Menjaga dan mengatur urusan lalulintas. 
d. Menjamin keberhasilan penggulangan gangguan keamanan 
dalam negri. 
e. Mengembangkan kepedulian masyarakat agar sadar hukum  
dan pentingnya keselamatan dalam berlalulintas. 
f. Menegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, 
transparan dan akuntabel untuk menjamin  kepastian hukum 
dan rasa keadilan. 
g. Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga/instansi 
terkait dengan seluruh komponen masyarakat dalam rangka 
menjaga keamanan dalam negri.3 
Kepolisian Resort Malang Kota memiliki tanggung jawab dan juga 
membawahi seluruh Kepolisian sektor yang tersebar di wilayah Kota 
malang. Sebagai institusi yang besar , maka Polres Malang Kota 
memiliki srtuktur oarganisasi dana taata kearja pada tinagkat Kepolisisan resor 
dan Kepolisisan sektor yang di mana tiap-tiap bagian mempunyai 
wewenang dan tugas masing-masing. Yang di atur dalam Peraturan 
Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 
Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja, adalah sebagai berikut. 
 
                                                          





a. Kepala Polisi Resort (Kapolres) 
Kapolres adalah pimpinan Polres yanga bearada dia bawaha dan 
bertanggaung jawaba kaepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin , 
membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi 
dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dalam 
melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda. 
b. Wakapolres  
Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang ii beradai di 
baiwah dain bertanggung j iwab keipada Kapolres. Wakapolires beritugas 
membantiu Kapoilres daliam meliaksanakan tugasnya mengendalikan 
pelaksnaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres 
dan dalam batas kewenanagannya memimpin Polres dalam hal Kapolres 
berhalanagan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres. 
c. Siwas (kasi pengawas) 
Siwas bertugas melakukan monitoringi dain pengaiwasan umium baiki 
secaira ruti n maupiun iinsidentil terihadap pelak isanaan ke ibijakan pim ipinan 
Polri di bidiang pemibinaan dan operasioinal yiang di lakukan oleh i seimua 
unit kerija, mulai dari proses i perencana ian, pelaksanaan dan pencapaian 




d. Seksi profesi dan pengamanan (Sipopram) 
Kasipropam bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan 
pembinaan disiplin, melaksanakan siding disiplin dan atau kode etik 
profesi Polri, pelayanan i penigaduan masiyarakat ya ing diiduga dilakuk ian 
olehi anggotai Polri dan atau P iNS Piolri, pengamatan internal, serta 
rehabilitasi personil. 
e. Seksi keuangan (sikeu) 
Sikeu bertugas untuk melakukan pelayanan fungsi keuangan yang 
meliputi pengendalian, pembiayaan, akuntasi, pembukaan dan verifikasi, 
serta pelaporan pertanggung jawaban. 
f. Sium ( kasi umum ) 
Siuim beritugas me ilaksanakan pe ilayanan ad iministrasi umum i dani 
ketatausahaani sierta pelayianan miarkas di lingikungan Piolres. 
g. Bagops (Bagian Operasi) 
Bagopsi beirtugas merenicanakan da in men igendalikan adiministrasi 
opierasi Kepolisisan, peingamanan,, keigiatan masyar iakat dan atiau inistansi 
pemeirintah, me inyajikan iniformasi dan doikumentasi kiegiatan Polresi serita 
mengendalikan pengamanan markas.  
h. Bagren (Bagian Rencana Kerja) 
Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja, mengend ialikan pr iogram 
dian an iggaran, ser ita meniganalisis dan menigevaluasi aitas pe iilaksanaannya, 




i. Bagian administrasi  
Bagian administrasi bertugas melaksanakan pembinaan admistrasi 
perisonel, sariana dan pirasarana, pe ilatihan funigsi, peliayanan kesiehatan, 
banituan dan i penierapan hukum. 
j. SPKT (Sentra Pelayan Kepolisisan Terpadu) 
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu 
terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan 
pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi 
k. Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan) 
Santintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi 
intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan  dengan ijin 
keramaian umum dan penerbitan SKCK. Menerima pemberitahuan 
kegiatan masyrakat atau kegiatan politik , serta membuat rekomendasi atas 
permohonan ijin pemegang senjata api dan pengguna bahan peledak. 
l. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) 
Satreskrim bertugas melaksanakan penyidikan d ian pen igawasan 
penyidikian tinidak pidania, terimasuk fun igsi idenitifikasi dan lab ioratorium 
forenisik lapanigan serita pembinaan dan kordinasi PPNS. 
 
 
m. Satresnarkoba (Satuan reserse narkoba) 
Satreisnarkoba beritugas melakisanakan pemibinaan fungsi 
penyelidik ian, penyidikan, penigawasan peniyidikan tinidak pidiana 
peniyalahgunaan dan peiredaran geliap Nar ikoba be irikut prekursor inya, serta 
pemibinaan dan peniyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitali 
korban penyalahgunaan Narkoba. 
n. Sabtimas ( Satuan  bina masyarakat ) 
Sabtimas beritugas melakisanakan pemibinaan masyiarakat yang 
meiliputi kegiaitan penyuluhian masyiarakat, Pemiberdayaan  Peripolisian 
Masyarakat (Polmas), melak isanakan koor idinasi, pengawiasan dan 
pembinaan terihadap benituk-bentuk pengaman swakarsa (pamswakarsa), 
Kepolisian khusus (Polpus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi , 
lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat guna meningkatkan 
kesadaran kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan 
dan ketertiban masyarakat. 
o. Satuan Samata Bhayangkara ( SatSabara) 
Kasat Sabhara beritugas melakisanakan Turijawali dan Pengiamanan 
kegi atan masyairakat serta instansi pemerintah, TPTKP, Obyek vital, 
pengendalian masa dan penanganan Tipiring, dalam rangka pemeliharaan 




p. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) 
Satlantas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pelayanan regristasi, 
pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmalantas), penyidikan kecelakaan 
lalu lintas, penegakan hukum di bidang lalu lintas, dan identifikasi 
kendaraan bermotor dan pengemudi. 
q. Satpamobtiv (Satuan Pengamanan Obyek Vital) 
Satpamobtiv bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan obyek 
vital (Pamobtiv) yang meliputi proyek/instalasi vital, obyek wisata, 
kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepoolisisan. 
r. Satpolair (Satuan Kepolisisan Perairan) 
Satpolair bertugas melasanakan fungsi kepolisisan perairan , yang 
meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan 
masyarakat pantai dan perairan lainya, serta SAR. 
s. Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) 
Satthti bertiugas men iyelenggarakan per iawatan tahianan meiliputi 
peliayanan kiesehatan tahianan, pemibinaan tahianan serta me inerima, 
menyimpan, dan mengamankian biarang bukti beiserta administrasinya 
dilingkiungan Polreis, meilaporkan jum ilah dan konidisi taihanan seisuai 
dengan ketenttuan peraturran perundang-undangan. 
t. Sitipol (Kasi  Telekomunikasi Polisi) 
Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknoligi kom iunikasi 
dan infiormasi, melipiuti kegiatan kom iunikasi Kepolisian, penigumpulan 
dan penigolahan ser ita penyajian data, terimasuk informasi kriminail dain 
pielayanan multimeidia. 
u. Kepala Kepolisisan Sektor (Kapolsek) 
Kapolsek bertugas dalam meminpin, mengawasi, membina, 
mengendalikan dan mengatur satuan  organisasi yang berada dilingkungan 
Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajaranya termasuk juga 
kegiatan pengamanan markas  dan memberikan saran pertimbangan 
kepada Kapolres terkait dalam pelaksanaan tugasnya. 4 
Penjelasan di atas menunjukan bahwa setiap bagian dalam struktur 
organisasi Polres Malang Kota memiliki tugas masing-masing yang harus 
di jalankan sesui peraturan yang berlaku, strukur tersebut juga menunjukan 
adanya pembagian kewenangan terhadap tiap setiap bagian itu bertujuan 
untuk menapatkan hasil masimal menjalankan tugas pokok Polri. 
Terkait penanganan perkara dari suatu tindak pidanan, Satreskrim 
memiliki peran penting dalam upaya negakan hukum, karena yang 
memiliki wewenang untuk melakuka penyidikan dan penyelidikan  dari 
suatu tindak pidana adalah Satreskrim. Adapun struktur organisasi 
Satreskrim Polres Malang Kota adalah sebagai berikut.
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                                                            Bagan 1 







Penjelasan dari tugas masing- masing bagan Kasat Reskrim Polres 
Malang Kota adalalah sebagai berikut : 
1. Kaur Mintu adalah Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan 
bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan 
ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan, di 
lingkungan Sat Lantas.  
2. Kaur Bin Ops Reskrim, disingkat KBO Reskrim, adalah unsur 
pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf pada Satreskrim Malang 
Kota.  
POLRES MALANG KOTA 
 
KASAT RESKRIM 












Aiptu Dwi Yuliasto 
 
Kaur Mintu 
Ipda Sugeng Iryanto 
Aipda Arief Santoso 











































Sumber : Data Sekunder  Polres Malang Kota Diolah 2018 
3. Ident atau kaur identifikasi berfungsi membantu KBO reskrim 
dalam pelaksanaan fungsi identifikasi yang meliputi pelaksanaan 
pengambilan, perumusan, penyimpanan dan pelayanan sidik jari 
yang menyangkut kriminal maupun non kriminal dan melakukan 
olah TKP . 
4. Kanit PPA berfungsi menangani kasus tindak pidana ya ing 
berkaitain denigan periempuan dian ainak-anak seperti 
pemerkosaan,kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual . 
5. Kanit Tipeter berfungsi untuk menangani kasus-kasus tindak 
pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan HAKI. 
6. Kanit Pidum berfungsi untuk menangani kasus-kasus tindak pidana 
umum. 
7. Kanit Pidsus berfungsi untuk menangani kasus-kasus tindak pidana 
khusus yang di atur di luar KUHP. 
8. Kanit TCC adalah team khusus untuk menangani kejahatan anti 
bandit. 
Penjelasan di atas menunjukan bahwa setiap bagian dalam struktur 
organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki tugas masing-masing 
yang harus di jalankan sesui peraturan yang berlaku, strukur tersebut juga 
menunjukan adanya pembagian kewenangan terhadap tiap-tiap jenis tindak 
pidana yang harus di tangani. 
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Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana kewajiban 
yang harus di lakukan kepolisisan telah di atur dalam pasal 16 ayat (1) 
UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut : 
“Daliam rangika menyelienggarakan tugias sebaigaimana dimaiksud 
dalaim Pasal 13 dian 14 di biidang proises pidaina, Kepolisiain Negiara 
Repuiblik Indo inesia berweinang uintuk: 
a. melaikukan penan igkapan, penahanan, penggel iedahan, dain 
penyit iaan; i
b. meliarang seitiap oraing meniniggalkan atiau memiasuki teimpat 
kejadi an peirkara uintuk kepientingan pen iyidikan; 
c. meimbawa dain mengihadapkan ora ing kep iada peniyidik da ilam 
ranigka peniyidikan; 
d. menyiuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
e. melakukan pemieriksaan dan penyiitaan s iurat; 
f.   memangigil oraing untiuk dideingar dan dipeiriksa sebiagai tersiangka 
ataiu sa iksi; 
g. mendaitangkan oraing ahli yaing diperliukan daliam hubiungannya 
deingan pemieriksaan per ikara; 
h. mengadiakan penighentian penyi idikan; 
i.   menyierahkan berkas perikara keipada penuntut uimum; 
j.   mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 
yang ber iwenang di teimpat pemeiriksaan imigirasi dalam keiadaan 
meindesak atau meindadak untuk menicegah atau meniangkal oraing 
yang disa ingka meliakukan tindiak pidiana; 
k. memiberi petunijuk dan banituan penyiidikan keipada penyid i k 
pegaiwai negeri sipi il serta meneirima hasil penyi dikan penyi dik 
pegawai negieri sipil unituk diserahkian kepadia penuntuit umuim; dan 








2.    Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kota 
Malang dan Sejarah Di Bentuknya 
a. Sejarah Terbentuknya UPPA 
Uniti Pielayanan Peremp iuan Dan Aniak yiang se ilanjutnya disebut 
(UPPA) terbentuk berdasarkan rasa peduli terhadap maraknya kekerasan 
terhadap perempuan dan anak, berawal dari kata Derap Warapsari 
merupakan perpaduan anatara Derap dan Warapsari yang berarati Derap 
adalah rasa welas asih terhadap perempuan sedangkan Warapsari adalah 
perempuan terpilih, tujuan Derap adalah sebagai jembatan antara 
masyarakat dan Polri dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan 
dan anak. 
Derap berdiri dengan bantuan Ibu asuhan Polwan (polisi wanita), 
pada 16 april tahun 1999 Kapolda Metro Jaya meresmikan sembilan 
Ruang Pelayanan Khusus (RPK), Secara organisasi RPK di kendalikan 
oleh fungsi Reserse dan  di laksanakan oleh satuan Polisi wanita (Polwan) 
sebagai kekuatan inti dari seluruh penyidikan. RPK juga mengemban dan 





                                                          




Unit PPA di atur dalam Peraturian Kepiala Kepiolisian Negiara 
Reipublik Indionesia No.pol.10 tahun 2007 dengan mengingat ketentuan-
ketentuan yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan 
sebagai berikut6 : 
1. .“Unda.“ng–Undang Nom.“or 8 Tahu.“n 1981 tentang Hu.“kum Acara Pi .“dana 
(Lembaran Negara Repub .“lik Indonesia Tah.“un 1981 Nomor 76. Tam .“bahan 
Lem.“baran Negara Repu.“blik Indonesia N.“omor 3209”) 
2. “Undang –Un.“dang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ke.“polisian Negara 
Republik Ind.“onesia  ( Lembar.“an Negara Repu .“blik Indon.“esia Tahun 2002 
Nomor 21. Tam.“baha Lembaran Nega.“ra Republik Indon.“esia Nomo.“r 4168” ) 
3. “Un.“dang –Undang .“Nomor 21 Tahun 2007 te.“ntang Pemberant .“asan Tindak 
Pidana Perd.“agangan Orang ( Lembaran Negara Republik In .“donesia Tahun 
2007 Nomor 58. Tamb .“ahan Le.“mbaran Negara Rep .“ublik Indon.“esia Nom.“or 
4.“720” )  
4. “Und.“ang –Undang Nom.“or 23 Tahu.“n 2002 tentang Per.“lindungan An.“ak 
(Lembaran Nega .“ra Republik Indone.“sia Tahun 20.“02 Nomor 109. 
Tambahan Lem.“baran Negara Re.“publik Indo.“nesia Nomo.“r 4235)” 
5. “Undang –Unda.“ng No.“mor 23 Tahun 2004 te.“ntang Pengha.“pusan Keke.“rasan 
Dalam Rumah Ta.“ngga  ( Le.“mbaran Negara Rep .“ublik Indone.“sia T.“ahun 
2004 Nomor 95. Tam .“bahan Lembaran Neg.“ara Repub.“lik Indonesi .“a Nomo.“r 
4419 )” 
                                                          
6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisisan 
Republik Indonesia. 
6. “Keputu.“san Presiden N.“omor 70 Tahun.“ 2002 Tentang.“ Organis.“asi dan Tat .“a 
K.“erja Kepolis.“ian Neg.“ara Re.“publik Ind.“onesia”. 
7. “Keput.“usan Kapolr No. Pol.: K .“ep / 53 / X / 2002 .“ tanggal 17.“ Oktober 2002 
tentang Organ.“isasi dan Ta.“ta Kerja Satu .“an – Satuan Organ .“isasi pada 
Tingkat M.“arkas Besa.“r Kepolisian Ne.“gara Republik Indon.“esia beserta 
peruba.“hannya”. 
8. “Keputu.“san Kapolri No. .“ Pol.: .“Kep / 54.“ / X / 2002 ta.“nggal 17 Ok.“tober 2002 
tentang Orga.“nisasi dan Tat.“a Kerja Satuan – Satuan.“ Organisasi.“ pada 
Tingkat Ke.“polisian Negara Rep.“ublik Indonesia dae.“rah ( Polda ) beserta 
perub.“ahannya”. 
Ber iangkat dairi liatar beilakang diaitas miaka Poliri selaiku piihak yiang 
bertanggunigjawab da ilam penegakian huikum yaing didailamnya j iuga 
terimasuk wani ta dan a inak anak meinganggap hali ini seibagai suiatu hial 
yang seirius d ian otomatis juga memerlukan penanganan yang serius pula. 
Berdasar ikan Per iaturan Kepalia Keipolisian N iegara Republik In idonesia 
Nomior 10 taihun 2007 Teintang Origanisasi dan Tat ia Kerija Unit perempuan   
dan anak dalam pasal 1 Ayat (1) Penjelasan mengenai UPPA sebagai 
berikut : 
                                                       Pasal 1 
(1)“Unit Peelayanan Peerempuan dan Aneak yang selanjutnya 
disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan 
Pelayanan, dalam bent euk peerlindeungan terehadap pereempuan dan 






b.  Fungsi dan Tugas UPPA 
a. Fungsi UPPA 
Unit PPA merupkan terobosan kepolisisan untuk lebih 
memperhatikan maraknya terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan 
anak, berdasarkan “Peraturan Kepolisian Negara Repulik indonesia No 10 
Tahun 2007 tentang Organisasi dan   Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perempuan dan anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia”. 
UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk 
perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak 
pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan 
tugasnya UPPA menyelengarakan fungsi sebagai berikut : 
1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. 
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana . 
3. Penyelenggar iaan ke irja saima dan koiordinasi denigan inistansi 
terkait. 
Unit PPA adalah unit yang di bentuk khusus untuk menjalankan 
tugasnya, sebagai penyelenggara pelaya inan da in perilindungan tervhadap 
periempuan da in anak. Penyidik UPPA sendiri telah di bekali dengan 
kemapuan khusus untuk menghadapi dan mengatasi hambatan untuk 
menangani korban perempuan dan anak sebagai tujuan menciptakan rasa 
nyaman dan aman ketika korban menghadapi permasalahan hukum. Dalam 
menjalankan tugasnya UPPA bekerja sama dengan instansi pendukung 
sehinga dapat mempermudah penyeslesaiaan penenganan korban. 
b. Tugas UPPA 
Lingkup tugas UPPA meliputi tindak pidana terkait dengan perempuan 
dan anak, adalah sebagai berikut : 
1. Kekersan ( Secara umum ataupun dalam rumah tangga) 
2. Perdagangan manusia ( Human Trafficking ) 
3. Asusila (pemerkosaan,cabul,pelecehan) 
4. Ponografi dan pornoaksi 
5. Prostitusi  
6. Memberikan perlindungan terhadap korban, saksi, keluarga terkait 
serta dengan kasus lain di mana pelakunya atau korbanya adalah 
perumpuan dan anak.7 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Unit PPA berdasarkan 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 
2007. Tentan.g Organ.isasi d.an Tat.a Ke .rja U.nit perempuan   dan anak 
dalam pasal 3 menyebutkan bahwa : 
    Pasial 3 
“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam b e ntuk 
perlinedungan  teerhadap peremepuan dan anaek yang menjadi 
korban kejaheatan dan peneegakan huekum terhadap pelakunya.” 
 
 
                                                          




Dalam menjalankan fungsinya Unit PPA berdasarkan pasal 4 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 
tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan   dan 
anak sebagai berikut : 
                                           Pasal 4 
“Daleam melaksaenakan tugeas sebagaimeana dimaeksud dalaem 
paesal 2,Unit PPA menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hokum ; 
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ; 
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi 
terkait “ 
Tujuan terbentuknya UPPA sendiri adalah untuk memberikan 
perlindungan, mencari serta mengupulkan bukti untuk membuat terang, 
atau dengan kata lain membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan 
menemukan tersangka. Dalam hal ini menekankan pendekatan secara 
halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang mayoritas 
perempuan dan anak. Adapun setruktur organisasi Unit PPA Polres 






                                                          
8 Hasil wawancara dengan Bripda Lidya Penyidik UPPA Polres Malang Kota,21 Maret 2018 
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Sumber : Data sekunder Polres Malang Kota Diolah 2018 
Berikut pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur 
organisasi di atas : 
1. Kepala unit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelengaraan 
perlindiungan terihadap periempuan dan aniak yanig menijadi koriban 
kejahatian dian pe inegakan hukium ter ihadap peliakunya, dilaiksanakan di 
Riuang Pel iayanan Khusius (RPK), meliakukan keerijasama dian 
koordi nasi dengian lemibaga peimerintah, noin pemerintaih dain pihak 
lainya dalam rangka perlindungan tehadap korban. 
2. Angota UPPA beritugas meliaksanakan perilindeungan teriehadap 
pereemipuan dan an ieak yang meenijadi koriban kejahatan,melaeksanakan 
Kasat Reskrim 









penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan serta dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kanit PPA9. 
Dalam pembagian tanggung jawab dan tugas Unit PPA Polres 
Malang Kota berpedoman dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Unit perempuan   dan anak dalam pasal 6 menyebutkan bahwa : 
                                                               Pasial 6 
(1i)  “Kanit PPA bertugas memimpin Unirt PPA dalam 
penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan 
anakyang menjadi korban kejahatan dan penegakan hokum 
terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, 
disingkat RPK. 
(2)  Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non 
pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka pe erlindungan 
terheadap pe rempuan dean anak yaneg menjeadi koreban kejaheatan 
dan penegeakan  huekum terehadap pelakeunya. 
(3)  Lingekup tugas Uneit PPA me liputi tindak pideana  terhadeap 
pereempuan dan aenak, yaitu : perdagangan orang ( human 
trafficking ), penyelundupan manusia( people smuggling ),    
keke rasan ( seceara umum maeupun dalaem rumeah tanegga ), susila 
( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( pejudian dan prostitusi ), 
adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari 
hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlin edungan aneak ( 
sebeagai  korban / tersangka ), perlindungan korban, saksi, 
keluarga dan teman serta kasus – keasus laein diemana pelakuenya 
adaleah pere mpuan dean anak. 
(4)   Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab 
kepada : 
1. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri. 
2. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum 
Polda Metro jaya. 
3. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda  
4. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres”  
                                                          
9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisisan 
Republik Indonesia 
B. Dasar-dasar penyidik memberikan perlindungan sementara kepada     
korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT 
1. Mekanisne pemberian perlindungan pihak kepolisian ter ihadap 
koirban keikerasan dialam ruimah tanigga 
Polisi Republik Indonesia merupakan instansi negara yang 
beriperan dailam meimelihara keama inan dan keteirtiban masyiarakat, 
meniegakan huikum, seirta memiberikan per ilindungan, pengayioman, dan 
pelayianan keipada masiyarakat daliam ranigka teripeliharanya keiamanan 
dailam negeri. Kepolisian merupakan salah satu pilar terdepan dalam 
menangani ketertiban  dan keamanan masyarakat. 
Dalam pasal 13 UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan 
bahwa : 
                     “Tugeas pokeok Kepolisiaen Negarea Repubelik Indoenesia adalah: 
a.    memeelihara keaemanan dan kete rtiban masyaerakat; 
b. mene gakkan hukeum; dan 
c. memeberikan peerlindungan, pengayeoman, dan pelayaenan kepada  
                        maseyarakat.” 
 
Dalam hal ini salah satu tugas pokok kepolisian adalah 
memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, dalam aspek tugas 
dan wewenangnya kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap 
korban kejahatan, perlunya pemberian perlindungan terhadap korban 
kejahatan secara baik bukan saja merupakan isu nasional namun juga 
merupakan polemik di berbagai negara di dunia ini. Pentingnya 
perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dari di 
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bentuknya “Declaration of basic principal of e justice  foer vicetims of crieme 
and abeuse of peower” oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepanjang 
menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah 
menyarankan agar paling sedikit di perhatikan empat hal sebagai berikut : 
1. Korban harus di berlakukan dengan belas kasih dan 
menghormati martabat mereka  untuk memperoleh keadilan dan 
diperlakukan secara adil (access to justice and fair treatment) 
2.  Korban berhak Memperoleh  restitusi (pembayaran ganti rugi ) 
yang di timbulkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban 
secara adil, keluarganya atau orang lain yang kehidupanya 
dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-
undangan yang berlaku. 
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapka dapat 
memberikan kompensasi yang layak kepada korban yang telah 
mengalami  tindak pidana serius yang bisa mengakibatkan 
cedera maupun kematian, kompensasi tersebut dapat di berikan 
kepada korban , keluarganya, atau mereka yang menjadi 
tanggungan korban. 
4.  Korban berhak mendapatkan bantuan materil, medis, psikologi 
dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, 
masyarakat . 
Di indonesia perlindungan terhadap korban selama ini masih 
didasarkan pada KUHAP sebagai sumber hukum materil, berdasarkan 
KUHAP sebagai hukum acara yang berlaku. Bila kita lihat, di dalam 
rumusan KUHAP lebih banyak mengatur tentang perlindungan tersangka 
dari pada perlindungan korban. Kedudukan korban dalam KUHAP masih 
banyak yang harus di perhatikan di bandingkan pengaturan terhadap 
perlindungan pelaku, KUHAP belum secara tegas dalam merumuskan 
ketentuan secara kongkrit memberikan perlindungan hukum kepada 
korban seperti contoh dalam hal penjatuhan pidana wajib di 
pertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban. KUHAP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) 
yang sebernanya sangat bermanfaat bagi korban maupun keluarga korban, 
rumusan dalam KUHAP cendrung membahas pada rumusan tindak pidana 
pertanggung jawaban dan ancaman pidana10 
Apabila dilihat didalam KUHAP, pengaturan mengenai korban 
sama sekali kurang maksimal. KUHAP lebih banyak mengatur mengenai 
perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban 
tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang di berikan KUHAP terhadap 
korban sangat terbatas, diantaranya di temukan dalam pasal 98-101 
KUHAP. Dalam pasal tersebut di atur mengenai satu-satunya mekanisme 
ganti kerugian yang bisa di jalani korban yaitu melalui  mekanisme pada 
pasal 98 KUHAP yang di sebut penggabungan perkara ganti kerugian11. 
Berdasarkan pada “Undang-Undang LPSK Nomor 13 tahun 2006” 
yang secara khusus mengatur tentang hak-hak saksi dan korban di luar 
KUHAP memberikan pengertian tentang perlindungan yaitu seg iala u ipaya 
                                                          
10 Rena yulia,Op.cit, hlm. 181 
11 Ibid hlm 182 
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pemienuhan haik dan pemiberian ban ituan unituk memiberikan raisa amian 
kiepada  korban. 
Perlindungan hukum bagi  masyarakat sangatlah penting, karena 
setiap masyarakat kelompok maupun individu bersiko menjadi korban 
pelaku kejahatan. Selaras dengan maraknya macam-macam kejahatan yang 
sering terjadi yang menjadi perhatian khusus iayalah maraknya k iasus 
kekierasan dal iam ruimah tiangga yiang terijadi di dalam masyrakat, maka 
berdasarkan hal tersebut sudah semestinya per ilindungan ter ihadap koirban 
keikerasan da ilam ruimah tanigga leibih di perhatikan. Berkaitan dengan 
kasus kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang PKDRT telah 
mengatur hak-hak korban maupun larangan tindak kekerasan dalam rumah 
tangga. 
Rumah tangga yang bahagia akan memberikan dampak positif bagi 
anak-anak maupun keharmonisan hubungan keluarga, untuk menciptakan 
kondisi yang kondusif dan rasa aman anggota keluraga harus saling 
menyayangi dan menghargai satu sama lain, karena setiap orang memiliki 
hak yang sama ,dan berhak di perlakukan adil tanpa diskriminasi di mata 
hukum. 
Batasan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hak orang lain 
sudah selayaknya di peroleh oleh setiap orang, rasa aman sudah 
selayaknya di peroleh oleh korban kekerasan dalam rumah tangga,baik 
dari pihak kelurga, kepolisian maupun masyrakat, perlindungan hukum 
baigi koirban kek ierasan dialam riumah tanigga telah di atur berdasarkan UU 
PKDRT kekerasan dalam rumah tangga adalah sebgai berikut : 
1. Perlindungan sementara 
2. Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan 
3. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) 
4. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif 
5. Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban 
pada tingkat penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan pada 
sidang pengadilan. 
Ada beberapa perlindungan yang di berikan kepada korban oleh 
undang-undang PKDRT, namun penulis memfokuskan pada perlindungan 
sementara yang di berikan pihak kepolisian kepada korban. Perlindungan 
sementara merupakan perlindungan pertama yang harus di lakukan oleh 
kepolisian, perlindungan sementara sangat penting di berikan kepada 
korban PKDRT karena sifatnya mendesak, sebab apabila tidak di berikan 
perlindungan sementara korban bisa mendapat kekerasan sususlan ketika 
pulang ke rumah oleh pelaku , dan alasan lain adalah apabila korban harus 
menunggu proses surat perintah pengadilan yang memakan waktu, yaitu 
sekitar tujuh hari dari laporan di buat. 
Kepolisian sebagai instansi yang berwenang memberikan 
perlindungan sementara terihadap koriban kekierasan dailam ru imah tanigga, 
maka sudah semestinya kepolisian memberikan rasa aman kepada korban. 
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terkait dengan permasalahan perlindungan sementara, kepolisian 
melaksanakan kewajibanya yang tertuang dalam UUi PiKDRT Noimor 23 
tahiun 2004i  paisal 16 yang berbunyi sebagai berikut : 
1. Dalam weaktu 1 x 24 (satu kaeli dua puluhe empat) jeam terhitueng 
seejak mengeetahui atau meenerima laporan kekeerasan dalaem ruemah 
tangga, kepeolisian wajib seegera memeberikan perlinedungan 
semeentara peada koreban. 
2. Perlindeungan semeentara sebageaimana dimeaksud paeda ayeat (1) 
diberikean paleing laema7 (tujuh) harie sejak keorban dite rima ataeu 
ditanegani. 
3. Dalam waektu 1 x 24 (satu kali du ea puluh empat) jaem terheitung 
sejaek pembe rian perleindungan sebaegaimana diemaksud padae ayeat 
(1), kepoleisian waejib meeminta suerat peneetapan peerintah 
perlinedungan daeri pengeadilan.” 
 
Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
perlindungan sementara terihadap koirban kekierasan dailam ruimah tanigga 
sangatlah mendesak, di dasarkan kepada keadaan yang memungkinkan 
mendapatkan intimidasi dari pelaku kejahatan, memberikan perlindungan 
sementara merupakan kewajiban yang di miliki pihak kepolisian untuk 
dilaksanakan. Namun terdapat kelemahan dalam pasal 16 dimana tidak 
terdapat sanksi terhadap penyidik apabila tidak memberikan perlindungan 
sementara terihadap koirban kekierasan dalami rum iah tangiga . 
Pemberian perlindungan dari pihak kepolisian untuk korban 
kekerasan dalam rumah tangga di mulai sejak adanya aduan atau laporoan 
adanya KDRT yang di terima dan di tangani oleh pihak kepolsian. Adapun 
bagan alur pemberian perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut : 
 
                                 Bagan III 







(sumber : data primer,2018,diolah) 
Mekanisme di atas merupakan tahapan permulaan penanganan 
korban kekerasan dalam rumah tangga, korban ketika ingin mendapatkan 
perlindungan dari pihak kepolisian haruslah melakukan laporan atau aduan 
terlebih dahulu kepada kepolisian setempat, lalu penanganan di lakukan 
oleh satreskrim yang bertugas khusus menangani tindak pidana KDRT 
yaitu Unit PPA, setelah di lakukan penanganan kasus pihak kepolisian 
melalui Unit PPA baru bisa memberikan perlindungan permulaan untuk 
korban. 
Namun dalam kenyataanya tidak semua korban mendapatkan 
perlindungan sementara,bripda lutfhi salah satu anggota UPPA Polisi 
Resort Malang Kota menyatakan bahwa ada ketentuan khusus untuk 













rumah tangga, meski tidak ada ketentuan di dalam UU PKDRT yang 
menyebutkan ketentuan sebagai mana korban mendapatkan perlindungan 
harus ada ketentuan khusus. Dalam penerapan tersebut jelas sangat 
berbeda dengan yang ada di lapangan, proses pemberian perlindungan 
sementara di Unit PPA Polres Malang Kota di berikan dengan kreteria 
korban telah dua kali menjadi pelapor untuk kasus KDRT12.  
Dalam hal ini korban setelah melakukan pelaporan pertama lalu 
mendapatkan solusi dengan mediasi dan kesepakatan berdamai dengan 
pelaku, setelah itu jika korban masih mendapatkan  kekerasan oleh pelaku, 
maka pada pelaporan ke dualah korban KDRT tersebut baru bisa 
mendapatkan perlindungan sementara oleh pihak Kepolisan Unit PPA 
Polres Malang kota, jika di lihat dalam aspek keamanan bagi korban, hal 
ini sangat merugikan karena pada waktu korban kembali ke rumah pasti 
ada intimidasi dari pelaku secara spikis maupun fisik, hal ini lah yang 
seharusnya di cegah dengan pemberian perlindungan sementara tersebut. 
4. Hak-hak koriban keikerasan dailam rumiah tanigga unituk di berikan 
perlindungan  
Kekierasan daliam rum iah tanigga  meruipakan suiatu masalah yang 
sangat khas karena kekeirasan daliam rumiah tanigga terijadi pada seimua 
lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai 
                                                          




masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban kekerasan dalam 
rumah tangga adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan 
pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru 
sebaliknya) atau orang-orang yang berada di dalam rumah tangga tersebut. 
Masalah kiorban tiind iak pidiaina kek ieraisan daliam ruiimiah tanigiga 
perlu mendapatkan perhatian dari aparat, masyarakat dan negara, bukan 
hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya 
mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian 
immateriil (psikis). 
Kejahatan kekerasan adalah tindakan tindakan yang melawan 
hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain 
baik untuk kepeintingan diiri seindiri atiau oraing laiin dan yang menimbulkan 
penderitaan mental,fisik dan sosial.13 
Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini di 
rumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, 
yaitu sebagai berikut : 
“Kekrasan daleam rumeah tangga adaleah setiaep perbuaetan terhhaedap 
seseoerang teruetama pereempuan, yang beraekibat timbuelnya 
kesengsearaan atau penederitaan seceara fisik, seksual, psikoelogis, dan 
atau penelaentaran rumeah tangga termaesuk ancaeman unetuk 
melaekukan perebuatan, pemeaksaan, atau perampeasan kemeerdekaan 
seceara melawean hukum daleam lingekup rumeah tangega”. 
 
                                                          
13 Arif Gosita,Masalah korban kejahatan,CV Akademi Pressindo,Jakarta,1993,hlm 44 
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Lingkup rumah  tangga yang di maksud adalah sebagaimana yang 
terdapat dealam peasal 2 ayat (e1) UU PKDRT yaitu sebagai berikut : 
”(1) Leingkup ruemeah tanggea daelaem Unedang-Uneedang inei meleeiputi: 
a. suami, isteri, daen anak; 
b. orang-oraeng yang memepunyai hubuengan keluaerga dengan 
orang sebaegaimana dimaeksud pada 
hueruf a kareena hubeungan darah, perkaewinan, persuseuan, 
pengaesuhan, dan perewalian, yang meenetap dalam ruemah tangega; 
dan/aetau 
c. oraneg yaeng beke rja memebantu rumeah tanggea dan meneetap 
dalame rumah tangge teresebut.” 
 
Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak 
yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas 
terjadinya suatu kejahatan. Para ahli dan beberapa peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Korban mempunyai definisi yang 
beragam mengenai korban, sebagai berikut : 
Korban adalah orang atau kelompok yang menderita jasmani dean 
rohaeniah sebeagai aekibat tinedakan oreang laien yeang berte ntangan deneegan 
kepenteiengan direi seenedri ateau oraeng laein yaeng meneceari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi yang menderita14. 
Sedangkan dalam pengertian salah satu pendapat ahli hukum 
korban adalah oerang yang baeik seecara individeual maeupun koelektif teleah 
menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, 
ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, 
                                                          
14 Ibid hlm 65. 
melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-
masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.15 
Secara normatif, peraturan Perundang-undangan telah merumuskan 
pengertian korban. Di antaranya adalah sebagai berikut : 
Undang-Undang LPSK No. 13 Tahun 2006 memberikan definisi 
mengenai korbean adaleah seseorang yaeng meengalami penderiteaan fiseik, 
menteal dan ataue keruegian ekoneomi yang diakiheatkan oleeh suaetu tinedak 
pidaena. 
Undang-undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa 
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman 
kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 
a. Analisis dalam ruang lingkup filosofis 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Korban kejahatan dalam 
sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan 
perhatian. Seharusnya perlindeungan yaeng dibe rikan kepeada koreban 
kejeahatan dan pelaeku kejahatan adealah seimbeang dan tidaek dapeeat dibe da-
bedakan sebeagaimana asas setiape orang beresamaan kedudeukannya daleam 
hukeum equality before the law. Paesal 27 aeyat (1) UUD 1945 menegeaskan 
bahewa : 
“Segalea warega negara berseamaan kedudukaennya di daleam hukeum 
dan pemereintahan dan waejib menjuenjung hukeum dan pemerientahan iteu 
dengean tidak aeda keceualinya.” 
                                                          
15 Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op.cit, hlm.47 
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 Prinsip terse but  bukean hanya seekedar tertuaeng di dalam Undaeng-
Undang Deasar 1945 dan peruendang-undangan. Naemun yang lebih uteama 
dan terutama adaelah dalam pelakseanaan atau imple mentasinya. 
Praktek penegaekan hukum sereingkali diwearnai dengean hal-hal yang 
bertenetangan denegan prinsip-priensip terse but. Misaelnya penganeiayaan 
terhadeap tersaengka unteuk menge jar pengakuean, intimeidasi, rekayeasa 
perkara, pemereasan, punegutan liar dan sebaegainya. Kemuedian dari pihak 
korban juega merasakean diabaikaen hak-haeknya, antaera lain hak-haknya, 
antara lain dakewaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui 
perkemebangan penangeanan perkara, tidak meneerima kompe nsasi dan tidaek 
terpenuhienya hak-hak yaeng lain. 
 Dalam hal ini mekanisme perlindungan korban dalam kasus 
kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan kurang lebih 14 tahun akan 
tetapi sangat sulit untuk dijalankan secara efektif di dalam suatu kerangka 
sistem hukum nasional yaitu menuju suatu perubahan atau pembaharuan 
hukum acara pidana di Indonesia dengan suatu sistem peradilan pidana 
yang bukan saja adil terhadap tersangka tetapi juga adil bagi saksi dan 
korban sebagai suatu penegakan hukum yang adil dan memenuhi 
perlindungan hak asasi manusia, yaitu memberikan kedudukan seimbang 
antara korban dan pelaku di dalam hukum yang berlaku. 
 Meningkatnya kasus KDRT tetapi penyelesaiannya masih jauh 
dari harapan masyarakat yang selalu mendambakan putusan pengadilan 
yang memenuhi keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat pencari keadilan. Dengan lahirnya Undang-undang PKDRT 
No. 23 Tahun 2004 yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai 
terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk 
tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari  
konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap 
perempuan di segala bidang ini  menjadi harapan untuk para korban 
kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan. 
Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam 
diktum UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004  sebagai berikut :  
1. “Bah suwa seusutiap wasuruga neusugara buersuhak menudap suatkan raus sua aumasun 
duan beubsuas dasuri seugsuala beunsutuk kekeursuasan sesu suai denugasun faulssuafah 
Pancuassuila dan Undasunug-undang Duasu ar Neusugara Ruesupublik 
Ind suoneusia Tasuhun 1945.  
2. Bauhsuwa korusuban kekuesurasan daulsuam rumusuah tasunuguga, yanusug 
kebaunysuakan adualsuah pereumsupuan, harusu s mendusuapat perluindusungan 
dauri neguasura danu autau masusuyarakat aguar terusuhindar daun terubesubas 
darsuiu kekerasasunu atau  ancaumsuan kekeraussuan, penyikssuauan, atau 
perlakuan yang meresundahkan desurajat dan maurtasubat 
kemansu siaan.  
3. Bah uwa dalam kenyuasutaannya kasus kekesuurasan dasulam rsu muah 
tasungga baunyak tsuerjadi, sedansuugkan sistem huksuu m di Indone su uia 
belsuu m mesunjamin pesurluindungan terhasuudap ksuorban kesukuerasan 




Dengan demikian korban kekerasan dalam rumah tangga berhak 
atas hak-hak mereka yang tercantum dalam undang-undang PKDRT dan 
Undang-undang lain yang terkait, hal ini selerah dengan tujuan di 
bentuknya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
b. Analisis dalam ruang lingkup sosiologis  
Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan 
dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan 
pada khususnya. Belum adanya perhatian khusus dan pelayanan terhadap 
para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya 
keadilan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan 
secara formal sering di tuntut, karena merupakan salah satu bentuk 
perlindungan dan konsekuensi hukum dari adanya pasal 16 Undang-
undang PKDRT. 
Mengacu pada kasus KDRT yang sering marak terjadi di semua 
golongan masyarakat meski sudah ada Undang-undang yang mengatur 
ketentuan tersebut yaitu Undang-undang PKDRT No  23 tahun 2004 
namun dalam penerapanya khsusnya perlindungan terhadap korban kurang 
di perhatikan. 
Bila dilihat dari ketentuan yang mengatur pasal 16 UU PKDRT 
Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan perlindungan terhadap korban,salah 
satunya adalah perlindungan sementara yang harus degera di berikan 
setelah korban melapor ke kepolisian dengan kasus KDRT, sangat di 
sayangkan ketentuan tersebut tidak berjalan sesuai realita di lapangan. 
Banyak korban KDRT yang tidak di berikan perlindungan permualaan 
yaitu perlindungan sementara. 
Sebagai contoh Ani (bukan nama sebenarnya) warga kota malang 
yang berdomisili di kecamatan lowokwaru pernah mengalami kasus 
kekerasan dalam rumah tangga, kronologi kasus sebagai berikut, bermula 
pada pagi hari sekitar pukul 04.00 subuh suaminya yang bekerja sebagai 
tukang ojek di daerah stasiun kota baru malang pulang dengan keadaan 
mabuk,memang tidak seperti kebiasaanya suaminya entah ada masalah 
atau terjadi sesuatu, setelah suaminya sampai di rumah dia langsung 
mengetok pintu dengan keras,sedangkan pada waktu itu ibu ani dalam 
keadaan tidur perlu waktu untuk bangun dan membukakkan pintu, namun 
selang 5 menit pintu di bukakakan oleh bu ani suaminya marah dan 
langsung menonjok  korban Ani sehingga bibirnya sampai berdarah.16 
Setelah itu Ani membuat laporan kejadian tersebut ke Kepolisian 
Resort Malang Kota, sebagai pihak yang berwenang atas dearah 
hukumnya, perlindungan sementara tersebut tidak di berikan kepada 
korban, meski korban tidak tahu menahu tentang prosedur perlindungan 
secara normatifnya tetapi seharusnya pihak kepolisian memberikan 
pengarahan agar korban berada di tempat aman terlebih dahulu. Karena 
jika korban di biarkan kembali kerumah hal tersebut bisa kembali terulang, 
dengan menunggu hasil penyidkan polisi seharusnya memberikan 
                                                          
16 Hasil wawancara dengan Ani korban kekerasan dalam rumah tangga,23 Maret 2018 
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perlindungan sementara terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang di 
tetapkan di dalam Undang-udang PKDRT. 
Dengan kurangnya perlindungan terhadap korban dapat 
menyebabkan korban bersifat pasif dan cenderung non-koorpretif dengan 
petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan 
keengganan korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum.17 
c. Analisis dalam ruang lingkup undang-undang  
 Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu 
mempunyai hak-hak yang dapat di peroleh sebagai seorang korban. Hak-
hak tersebut di antaranya termuat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan 
bahwa korban berhak untuk : 
1. “Memperloeh perlindungan atuas keamuanan pribaudi, keluaurga dan 
haruta benudanya, seruta bebaus dauri anucaman yauung berukenaan 
denugan kesaksiuan yang akuan, seduang, atau  teluah di berikannya. 
2. Iukut seruta duualam proses meuumilih dan menentukan perlindungan 
dan dukungan keamanan. 
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 
4. Mendapat penerjemah. 
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat  
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 
7.  Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 
8.  Mengetahuai dalam hal terpidana di bebaskan. 
9.  Mendapat identitas baru 
10. Mendapat tempat kediaman baru. 
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesui dengan 
kebutuhan 
12. Mendapat nasihat dan atau 




                                                          
17 Hasil wawancara dengan Ani korban kekerasan dalam rumah tangga,23 Maret 2018 
Adapun hak-hak korban di dalam UU PKDRT  Nomor 23 Tahun 




Korban berhak mendapatkan: 
a.”perliundungan dari pihauk keluuarga, kepoulisian, kejakusaan, 
penugadilan, aduvokat, lemubaga so usial, atau pihakulainnya buaik 
semenutara maupu n berudasarkan penetuapan periuntah perulindungan 
dari penugadilan; 
b. pelauyanan keseuhatan seusuai dengan kebu tuhan medis; 
c. penanuganan secuara khusuus berkaiutan denugan kerahasuiaan 
kourban; 
d. penduampingan oleuh pekerja so usial dan bantu an hukuum pada 
setiap tingkuat prouses pemueriksaan sesuaiudengan keteuntuan 
perauturan perunudang-undanguan; dan 
                        e. pelauyanan bimbuingan rouhani.” 
Di dalam UU PKDRT tidak hanya mengatur tentang hak-hak 
korban namun juga mengatur tentang kewajiban kepolisian memberikan 
perlindungan kepada korban, beradasrkan pasal 16 UU PKDRT Nomor 23 
Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 
1. “(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan 
dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan 
perlindungan sementara pada korban. 
2. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 
ditangani. 
3. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung 
sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan.” 
 
Dalam penegakan hukum nasional seharusnya di laksanakan sesuai 
dengan isi ketentuan hukum tersebut, yang telah di atur secara tegas tanpa 
memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban ternyata hingga 
sekarang hanyalah sebuah regulitas yang bersifat rutin namun tanpa makna 
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ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban 
kejahatan.18 
Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena 
masyarakat  baik kelompok maupun peroroangan , dapat menjadi korban 
bahkan sebagai pelaku kejahatan. 
Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 
perlindungan kepada masyrakat, dapat di  wujudkan dalam berbagai 
bentuk, seperti pemberian retitusi dan kompensasi,pelayanan medis dan 
bantuan hukum. 
Berikut beberpa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu : 
a. Ganti rugi 
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 
ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya 
yang telah dikeluarkan oleh pihak yang di rugikan atau korban. 
Dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yang 
pertama yaitu : untuk memenuhi kerugian material dan segala 
biaya yang telah di keluakan dan kedua merupakan pemuasan 
emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan 
pelaku, kewajiban mengganti kerugian di pandang sebagai 
suatu bentuk pidana yang di jatuhkan dan dirasakan sebagai 
sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalhan 
yang di perbuat pelaku.19 
                                                          
18 Rena Yulia,loc.cit. hlm 59 
19 Chaerudin dan Syarif Fadilah,Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum 
Pidana Islam, Grhadika Press,Jakarta,2004 hlm 65 
b. Restitusi 
Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
akibat yang di timbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran 
utamanya adalah menanggulangi semua kerugian korban. Tolak 
ukur yang di gunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang 
diberikan tidak mudah dalam merumuskanya. Hal ini 
tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal 
korban berstatus sosil lebih rendah dari pelaku,akan 
mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan 
sebaliknya jika status korban lebih tingidari pelaku maka 
pemulihan harkat serta nama baik akan lebih di utamakan.20 
c. Kompensasi  
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari 
aspek kemanusian dan hak-hak asasi. Adanya gagasan 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyrakat dengan 
berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas 
sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab 
dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya , 
khususnya  yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. 
Kompensasi sebagai berjalanya proses peradilan dan putusan 
yang dijatuhakan, bahkan sumber dana untuk itu di peroleh dari 
pemerintah atau dana umum.21 
                                                          
20 Ibid,. hlm. 65 
21 Ibid,. hlm. 69-70 
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Meski telah di atur di dalam peraturan Perundang-undangan yang 
seharusnya menjadi pedoman oleh penyidik dalam hal ini khususnya 
kepolisisan yang merupakan pintu pertama dalam penerapan hukum dan 
untuk memperoleh keadilan, namun dalam kenyataanya berbanding 
terbalik, masih banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan. 
Dalam pelelitian ini lebih memfokuskan dalam perlindungan 
korban dengan berdasarkan Undang-undang PKDRT yaitu tentang 
kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara terhadap 
korban. 
Setelah melakukan penelitian di lapangan penulis tidak 
mendapatkan korelasi antara pertauran dengan proses penerapan di 
masyrakat dengan hasil wawan cara kepada salah satu anggota Unit PPA 
Polres Kota Malang yaitu Brida Lidya dalam kurun waktu 2015 – 2017 
Unit PPA Polres Malang Kota belum pernah memberikan perlindungan 
sementara terhadap korban. 
Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan  bahwa penerapan 
dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT perlu 
sangat di perhatikan untuk kedepanya, karena korban berhak memiliki rasa 
aman atas hak asasi mereka di mata hukum, sehingga hukum dengan 
penegak hukum bisa berjalan dengan harmonis sesuai tugas dan fungsi 
untuk memberikan keadilan bagi para pencarinya. 
C. Kriteria yang harus di penuhi penyididk agar korban di berikan 
perlindungan sementara  
1. Diskripsi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh 
penyidik Unit PPA Polres Malang Kota 
Kasus kekerasan dalam rumah tangga memang harus melalui 
penanganan khusus, seperti yang terjadi korban KDRT kebanyakan adalah 
perempuan, dan merupakan kejahatan yang terjadi di dalam keluarga 
sehingga dalam masyarakat masih di anggap tabu, karena merupakan aib 
bagi keluarga tersebut.  
Dalam penanganan korban KDRT Unit PPA Polres Malang Kota 
melakukan metode pendekatan kepada korban, yaitu secara halus 
memberikan rasa nyaman terlebih dahulu sehingga korban tidak merasa 
tertekan dan bisa menjelaskan kronologi kasus yang terjadi dan agar 
mempermudah penyidik untuk melakukan penyidikan.22 
Berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada korban KDRT, 
ada tahapan-tahapan yang harus di lakukan agar pihak kepolisian bisa 
menangani kasus tersebut dan melakukan tindakan sesuai prosedur, adapan 
tahapan yang harus di lakukan korban sesuai dengan penanganan kasus di 
Unit PPA Polres Malang Kota adalah sebagai berikut : 
                                                          





2. Korban harus melakukan aduan terlebih dahulu karena KDRT ke 
SPKT ( sentral pelayanan kepolisisan terpadu ) karena merupakan 
delik aduan, di mana jika tidak ada pelaporan terlebih dahulu maka 
tidak akan ada tindakan dari pihak kepolisian. 
3. Melakukan wawancara kepada korban terakit dengan kronologi 
yang terjadi, karena ini merupakan tahapan pertama pihak 
kepolisian melakukan analisis duduk perkaranya. 
4. Melakukan Visum et repectum, jika terdapat luka setelah terjadinya 
kekerasan tersebut. 
5. Melakukan pemanggilan saksi dalam kekerasan KDRT tersebut. 
6. Melakukan penanganan pertama dengan mediasi, jika bisa di 
selesaikan secara damai maka kasus di hentikan, jika tidak di 
lanjutkan untuk membuat laporan polisi. 
7. Jika pelaku dan korban tidak menemui kata sepakat dalam proses 
mediasi, maka akan di lanjutkan sidang perkara di pengadilan.23 
Di atas merupakan proses dalam penanganan korban KDRT di Unit 
PPA Polres Malang Kota untuk lebih jelasnya, penulis akan membuat 
bagan bagaimana alur pertahap agar lebih mudah di pahami dan di 
mengerti, adapaun bagan penanganan pertama adalah sebagai berikut : 
 
                                                          
23 Hasil wawancara dengan Ipda Nawang Kanit  UPPA Polres Malang Kota,21 Maret 2018 
 
 
                                  Bagan IV 




(Sumber : Data sekunder,diolah 2018) 
 Dari bagan di atas permulaan awal penanganan kasus KDRT di 
Polres Malang Kota adalah korban melakukan laporan ke SPKT setelah di 
tentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, lalu untuk selanjutnya di 
serahkan ke Unit PPA, di Unit PPA di berikan konseling secara mediasi 
untuk penyelesainan masalah karena pertimbangan untuk mempertahankan 
keutuhan keluarga adalah lewat perdamaian . Jika dalam tahap mediasi 
belum sepakat untuk berdamai dan korban ingin memberikan efek jera 
kepada pelaku maka mekanisme untuk penanganan tahap kedua yaitu 















                                 Bagan V 






(Sumber: Data sekunder,diaolah 2018) 
Ketika dalam tahap satu yaitu konseling tidak menemui solusi, 
korban dapat membuat laporan polisi untuk penyelesesaian permasalahan 
kekerasan dalam rumah tangga tersebut, setelah korban melakukan paloran 
polisi, korban akan melakukan Visum et repectum di Rumah Sakit Saiful 
Anwar yang terletak di depan Kepolisian Resort Malang Kota, korban 
kembali ke Unit PPA untuk di mintai keterangan lebih lanjut sebagai dasar 
pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan, setalah BAP selesai berlanjut ke 
Administrasi penyidikan dalam tahap ini akan di keluarkan surat tugas, 
setelah itu surat penyidikan, kemudian penyidik membuat surat 
pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP), tahap selanjutnnya 
adalah pemanggilan tersangka untuk di mintai keterangan dan menggali 
iformasi dalam proses penyidikan.24 
                                                          











repectum Surat perintah tugas 
Surat panggilan tersangka 
Surat perintah penyidikan 
SP2HP 
Pada pembahasan sebelumnya tercatat beberapa kasus yang masuk 
ke Polres Malang kota dalam kurun waktu 2015 – 2017 yaitu berjumlah 
137 kasus. Dari 137 kasus tersebut seharusnya semua korban mendapatkan 
perlindungan sementara, namun dalam penanganannya tidak demikian 
tidak ada korban yang mendapatkan perlindungan sementara, dalam 
penangananya korban mendapat perlindungan berupa pemulangan ke 
rumah orang tuanya, atau korban akan di pulangkan ke rumahnya dengan 
pemberitahuan aparat desa bahwa korban telah mengalami KDRT, berikut 
tabel pemberian perlindungan Unit PPA Polres Malang Kota. 
                                 TABEL III 
         Data Korban Penerima Perlindungan  Di Unit PPA Polres Malang Kota     
No Tahun Di kembaikan ke rumah 
orang tua 
Di kembalikan kerumahnya 
dengan pengawasan aparat 
desa 
1 2015 29 40 
2 2016 17 14 
3 2017 22 14 
(Sumber : Data skunder,diolah 2018) 
Dari data di atas  menunjukan bahwa kepolisian tidak menjalankan 
amanat Undang-undang dengan baik, dapat kita lihat bahwa jika seorang 
korkan KDRT khususnya kekerasan fisik akan menimbulkan traumatis 
yang sangat berat sedangkan perlindungan yang di berikan kepolisian Unit 
PPA tersebut tidak memberikan solusi untuk keamanan korban, dengan di 
lakukanya pengembalian korban kerumahnya meski dengan kordinasi 
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aparat desa yang bertujuan sebagai pengawas namun hal ini tidak efektif 
karena kejadian tersebut terjadi di dalam rumah, sedangkan aparat desa 
tidak mungkin mengawasi di dalam rumah tersebut. 
Perlindungan yang di berikan oleh kepolisisan Resort Malang kota 
harus dengan kemauan korban,jika korban tidak meminta perlindungan 
maka pihak kepolisian tidak meberikan perlindungan teersebut25, hal ini 
yang di anggap kurang tepat karena korban memiliki hak untuk di lindungi 
sedangkan dalam penerapanya banyak korban yang belum “melek” aturan 
tentang hak-hak nya dalam hukum. 
Dalam hal  jika korban menginnginkan perlindungan sementara di 
berikan ada kretria yang harus di penuhi, berdasarkan wawancara penulis 
dengan penyidik Unit PPA Polres Kota Malang pemberian perlindungan 
sementara memang selama ini belum maksimal karena di rasa tidak terlalu 
mendesak namun kenyataannya perlindungan sementara sangat di 
perlukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, Briptu lutfhi 
selaku penyidik Unit PPA mengatakan perlindungan sementara di lakukan 
apabila korban mengalami 2 (dua) kali kasus KDRT. Yang hal ini tidak di 
atur di dalam Undang-undang PKDRT namun menjadi ukuran penyidik 
untuk memberikan perlindungan sementara. 
                                                          




Berdasarkan kreteria yang di sampakaikan  oleh salah satu penyidik 
Unit PPA tersebut tentang syarat pemberian perlindungan sementara 
sangat-sangat merugikan korban, karena korban yang dalam ancaman 
harus menunggu kejadian kekerasan berikutnya baru bisa mendapatkan 
haknya untuk di lindungi yang seharusnya sudah di dapatkan langsung 
ketika kasus kekerasan itu terjadi. 
Hal ini sangat riskan ketika Undang-undang PKDRT sudah 
mengatur kewajiban polisi dan hak korban namun dalam penerpannya 
tidak sesui dengan tujuan hukum yang mengedepankan keadilan dan 
kepastian bagi setiap warga negara republik indonesia. 
            Kepolisisan Resort Malang Kota seharusnya memberikan 
perlindungan sementara kepada korban sesuai dengan pasal 16 Undang-
undang PKDRT, sehingga bisa mencegah terulangnya tindak kekerasan 












      2. Kewajiban Penyidik Dalam Hal Memberikan Perlindungan Kepada          
Korba 
Di dalam hukum acara pidana telah mengatur tentang kewajiban 
penyidik dalam pelaksanaan tugasnya yaitu tercamtum dalam pasal 7 ayat 
(1) KUHAP sebagai berikut : 
Pasal 7 ayat 1 
 
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a 
karena kewajibannya mempunyai wewenang : 
a. Mensuerima laposuran atau pesungaduan dari sesuorang tentang 
adanya tindsuak pidansua. 
b. Mesulakukan tindakan pe surtama pasuda saat di tesumpat kejadian. 
c. Mesunyuruh besurhenti seorang terssuangka dan mesumeriksa 
tasunda pengenal diri terssuangka.  
d. Melaksu kan penangksuapan, penahsuanan, penggesuledahan dan 
penyisutaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Mengambil sidik jari dan memotre seseorang. 
g. Memanggil suorang untuk disudengar dan dipersuiksa sesubagai 
tersangksua atau sasuksi. 
h. Mesundatangkan orang asuhli yang disuperlukan dasulam 
husubungannya dengan pesumeriksaan perkara. 
i. Mengadakan penghentian penyidikan. 
j. Mengadakan tisundakan lasuin menusurut husukum yang 
bertanggungjasuwab.” 
 
Dalam pasal tersebut bisa di lihat bahwa korban kejahatan kurang 
memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan 
hukum yang sifatnya imateriil maupun materiil. Korban kejahatan di 
tempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya 
sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh 
keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil. Dapat dilihat  
bahwasanya rumusan yang menyebutkan perlindungan kepada korban 
tidak di atur secara jelas, hal ini menunukan bahwa KUHAP lebih 
berfokus kepada tersangka dan mengabaikan hak-hak korban kejahatan. 
Di dalam Undang-undang Polisi Republik Indonesia, kepolisisan 
memiliki tugas wajib dalam menjalankan tugas pokonya, antara lain telah 
di atur dalam rumusan pasal 13 Undang-undang POLRI Nomor 2 Tahun 
2002 sebagai berikut : 
Psuasal 13 
                       “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a. mesumelihara ksueamanan dan ketsuertiban massuyarakat. 
b. menesugakkan husukum, dan 
c. membesurikan perlisundungan, pengayosuman, dan pesulayanan 
kesupad masyasurakat.” 
 
Dari uraian pasal di atas Polisi memiliki tugas pokok untuk 
memberikan perlindungan, pengayoman  dan pelayanan kepada masyrakat. 
Salah satu tugas pokok kepolisisan adalah memberikan perlindungan 
hukum kepada masyarakat, dalam artian polisi sebagai penyidik yang 
berwenang menangani kasus tindak pidana seharusnya polisi juga 
melakukan perlindungan terhadap korban kejahatan, meski dalam Kitab 
Hukum Acara kedudukan korban kurang di perhatikan hak-haknya namun 
dalam tugas pokok polisi wajib memberikan perlindungan.  
Bila dilihat pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga 
yaitu di dalam Undang-undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 terdapat 








1. “(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung 
sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah 
tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan 
sementara pada korban. 
2. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 
ditangani. 
3. (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung 
sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan.” 
 
Dari rumusan pasal di atas, pengaturan terhadap perlindungan 
korban KDRT telah di atur secara jelas, polisi wajib memberikan 
perlindungan sementara kepada korban dalam waktu tujuh hari setelah 
korban di tangani, karena ketika korban tidak di berikan perlindungan 
sementara ada faktor-faktor yang akan menggangu keamanan korban 
antara lain : 
1. Ancaman dari pihak pelaku KDRT kepada korban. 
2. Pengulangan tindak kekerasan kepada korban. 
3. Rasa tidak aman yang akan mengganggu keadaan psikis 
korban. 
Hal ini lah yang seharusnya di cegah dengan pemberian 
perlindungan terhadap sementra terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga. 
Dalam penanganan kasus KDRT penyidik Unit PPA Polres Malang 
Kota bertindak hanya untuk mengedepankan pada penanganan terhadap 
pelaku, tetapi juga harus mengedepankan dan memperhatikan tentang hak-
hak dari korban KDRT tersebut. Tindakan tersebut untuk memberikan 
keadilan dan keseimbanagan dalam penanganan kasus KDRT, agar pelaku 
dan korban mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. 
Perlindungan yang di berikan oleh Unit PPA kepada korban KDRT 
belum maksimal karena banyak mengesampingkan hak-hak korban, 
seharusnya perlindungan yang di berikan sesuai dengan apa yang ada di 
dalam Undang-undang PKDRT yaitu setelah laporan korban di terima 
polisi berkewajiban memberikan perlindungan sementara kepada korban 
selama tujuh hari, setelah itu  baru menunggu surat penetapan dari 
pengadilan. Karenan dengan perlindungan yang Unit PPA Polres Malang 
Kota yaitu pengembalian korban kerumahnya dan kerumah orangtunya 
tidak menjamin keamanan korban, sehingga bisa menyebabkan 
pengulanagan tindakan kekerasan tersebut. 
Dalam penanganan kasus KDRT meski korban tidak memberitahu 
untuk meminta perlindungan kepada polisi, seharusnya polisi memberikan 
perlindungan tersebut, karena menjelakan hak-hak korban juga merupakan 
kewajiban penyidik sebagai pelaksana hukum dalam undang-undang. 
Menurut Jeremy Bentham berdasarkan teori Utilitarian (1748-1831) 
,tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar 
kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya 
meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah 
kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. 
Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung 
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apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau 
tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness).26 
Bila dikaitkan apa  yang dinyatakan Bentham, m suaka basuik bursu knya 
hukusum harus disu kur dari basuik buruknya aki subat yang dihsuasilkan olsueh 
penersuapan huksu m itu. Suatu ketesuntuan huksu m basuru bisa di nisulai baisuk, jika 
aksuibat-aksuibat yang dihassuilkan dari pener suapannya adalah keb suaikan, 
kebahagsuiaan sebsuesar-besarnya, dan berksu rangnya pendsueritaan. Dan 
sebalisuknya dinilai busuruk jika penerapsuannya menghasu ilkan akibat-aksuibat 
yasung tisudak adil, ker su gian, dan hasunya memperbsuesar pendsueritaan. Prisunsip 
utsuama dari tesuori ini adalsuah mengensuai tujuan dan esuvaluasi hukum. Tusujuan 
hukum adasulah kesesujahteraan yang seb suesar-besarnya bagi sesubagian 
terbsuesar rakyat suatau bagi seluruh ra sukyat, dan evaluasi hukum dilasukukan 
berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. 
Berdsuasarkan orientasi itu, masuka isi hukum adalah ketentuan tentang 
pengatusuran penciptaan kesesujahteraan Negara. 
Dengan tidak adanya sanksi kepada penyidik atas dasar tidak 
melaksankan perintah kewajiban dari perundang-undangan membuat  
penerapan hukum di lapangan kurang maksimal hal ini menunjukan 
kemanfaatan hukum belum tercapai karena manfaat keadilan yang di 
peroleh masyarakat belum maksimal , bisa kita lihat di Undang-undang 
PKDRT pasal 16 bahwa kewajiban penyidik memberikan perlindungan 
sementara kepada korban, namun pada kenyataannya penerpan 
perlindungan tersebut kurang maksimal karena memang ketika penyidik 
                                                          
26 Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-
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tidak melaksanakan kewajibanya tidak ada pemberian sanksi kepada 
penyidik dalam undang-undang tersebut, seharusnya Undang-undang 
tersebut mengatur sanksi kepada penyidik yang tidak menjalankan 
kewajibanya agar penerapan hukum bisa berjalan seimbang dan penyidik  
lebih bertanggung jawab atas kewajibanya dalam hal ini memberikan 

































1. Dasar-dasar pertimbangan penyidik memberikan perlindungan 
sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga 
Pemberian perlindungan penyidik Unit PPA Polres Malang Kota di 
dasarkan kepada keinginan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk 
mendapatkan perlindungan, bukan dari prosedur yang di lakukan oleh 
penyidik, ketika korban tidak membutukan perlindungan, penyidik akan 
pasif dan menunggu keinginan korban untuk meminta perlindunganan. 
2. Kriteria yang harus di penuhi oleh penyidik agar korban di berikan 
perlindungan sementara 
Pemberian perlindungan penyidik Unit PPA Polres Malang Kota 
kepada korban kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal dengan 
apa yang tertuang di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam  
pemberian perlindungan sementara kepada korban penyidik mempunyai 
kriteria khusus yaitu apabila korban mengalami 2 (dua) kali kasus KDRT 
baru bisa di berikan perlindunggan sementara kepada korban. Dan hal ini 
tidak di atur dalam UU PKDRT namun menjadi ukuran untuk memberikan 
perlindungan sementara. 
B. SARAN 
Saran agar pemberian perlindungan sementara bisa di laksanakan lebih 
optimal adalah : 
1. Polres Malang Kota seharusnya mengadakan penyuluhan tentang 
perlindungan hukum khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah 
tangga kepada para penyidik Unit PPA guna meningkatkan kualitas 
penyidik dan memberi pemahaman tentang kewajiban penyidik agar 
ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang PKDRT bisa di jalankan 
sesuia ketentuan yang berlaku. 
2. Perlunya koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah 
untuk membuat rumah aman (shelter), tenega medis ataupun lembaga 
bantuan hukum untuk memaksimalkan perlindungan sementara 
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 
3. Polres Malang Kota bekerja sama dengan lembaga sosial untuk 
sosialisasi pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus 
kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk tidak takut melakukan 
pelaporan ketika masyarakat melihat atau mengalami kejadia tersebut.  
Karena masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari hukum 
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